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ABSTRAK 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN DENGAN 

PEMBERATAN YANG DIPUTUS BEBAS  

(STUDI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO. 1708 K/PID/2024) 

 

 

Oleh 

Kevin Prasetio Gultom 

 

Salah satu kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dianalisis adalah 

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1708 K/PID/2024. Terdakwa I (Adit 

Darmawan) diputus bebas (vrijspraak) karena unsur actus reus (perbuatan pidana) 

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini didasarkan pada bukti 

surat Surat Lepas Tahanan yang membuktikan Terdakwa I masih berada di Rutan 

Cipinang saat kejadian, sehingga menggugurkan seluruh unsur 

pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, Terdakwa II (Supriyanto) dijatuhi pidana 

2 tahun karena seluruh unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yakni pendekatan normatif yang 

didukung dengan wawancara. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah 

bahan hukum primer (KUHP, KUHAP), sekunder, dan tersier. Pengambilan data 

dilengkapi dengan wawancara terhadap narasumber dari Kejaksaan Negeri Bandar 

Lampung untuk meninjau aspek penegakan hukum. 

 

Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan 

hakim membebaskan Terdakwa I karena kegagalan pembuktian unsur pemberat 

"dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 

KUHP) secara yuridis. Secara filosofis, pembebasan tersebut merupakan 

manifestasi dari keadilan hakiki dan kepastian hukum (presumption of innocence). 

Pembebasan Terdakwa I juga diikuti dengan pemulihan harkat dan martabatnya 

secara sosiologis. 
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Saran dalam penelitian adalah penguatan akurasi verifikasi bukti oleh Penyidik dan 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) di tahap awal untuk mencegah kesalahan penetapan 

tersangka. Selain itu, disarankan agar Majelis Hakim konsisten menerapkan prinsip 

in dubio pro reo dan minimum pembuktian untuk menjamin hak Terdakwa yang 

tidak terbukti bersalah. 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Bebas (Vrijspraak), 

Pencurian dengan Pemberatan



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF AGGRAVATED THEFT 

WHO ARE ACQUITTED   

(STUDY OF SUPREME COURT CASSATION DECISION NO. 1708 

K/PID/2024) 

 

 

 

By 

Kevin Prasetio Gultom 

 

One of the criminal cases of aggravated theft analyzed is the Supreme Court 

Cassation Decision Number 1708 K/PID/2024. Defendant I (Adit Darmawan) was 

acquitted (vrijspraak) because the element of actus reus (criminal act) was not 

legally and convincingly proven. This acquittal was based on strong alibi evidence 

in the form of a Release Letter proving that Defendant I was still in Cipinang 

Detention Center at the time of the incident. Conversely, Defendant II (Supriyanto) 

was sentenced to 2 years in prison because all elements of criminal liability were 

fulfilled. 

 

This research uses a problem approach, namely the normative approach supported 

by interviews. The normative approach is carried out by examining primary (such 

as the Criminal Code/KUHP, and Criminal Procedure Code/KUHAP), secondary, 

and tertiary legal materials. The data collection is supplemented with interviews 

with a resource person from the Bandar Lampung District Attorney's Office to 

review the practical aspects of law enforcemen. 

 

The results and discussion of this study indicate that the basis for the judges' 

consideration in acquitting Defendant I was the failure to legally prove the 

aggravating element "committed by two or more persons jointly" (Article 363 

Paragraph (1) to-4 of the Criminal Code) juridically. Philosophically, the acquittal 

is a manifestation of substantive justice and legal certainty (presumption of 

innocence). The acquittal of Defendant I was also followed by the restoration of his 

dignity and standing sociologically. 

 

 

 

 



 
 

Kevin Prasetio Gultom 

 is a manifestation of substantive justice and legal certainty (presumption of 

innocence). The acquittal of Defendant I was also followed by the restoration of his 

dignity and standing sociologically. 

 

The suggestions in the research are to strengthen the accuracy of evidence 

verification by law enforcement officials, specifically investigators and Public 

Prosecutors (JPU), in the early stages of investigation to prevent mistaken suspect 

designation. Furthermore, it is recommended that the Panel of Judges consistently 

apply the principle of in dubio pro reo and the minimum standard of proof to 

guarantee the rights of the Defendant who is not proven guilty. 

 

Keywords: Criminal Liability, Acquittal (Vrijspraak), Aggravated Theft. 
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MOTTO 

 

 

“Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo Da Gloriam” 

 

"Orang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti 

segala sesuatu." 

Amsal 28 : 5  

 

"Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, 

yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak 

akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu 

dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat 

menanggungnya." 

1 Korintus 10 : 13  

 

“Jangan percaya akan nurani dan perasaanmu lebih dari Firman Tuhan” 

-Martin Luther 

 

"Melalui tantangan, Engkau meletakkan kebijaksanaan" 

-Kevin Prasetio Gultom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN  

 

 

"Pujian dan syukur senantiasa kupersembahkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus 

karena hanya oleh berkat, kasih, dan karunia-Nya, aku diberikan kekuatan, 

hikmat, serta kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini 

merupakan wujud tanggung jawab, kerja keras, serta ungkapan cinta dan kasihku 

kepada orang-orang terkasih yang senantiasa menjadi sumber semangat dalam 

setiap langkah perjalanan hidupku. 

Aku menyadari sepenuhnya bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus, Sang Pemberi 

yang Baik. Engkau menempatkan segala yang terindah bagi hidupku; segala 

kebaikan kasih-Mu tak terhitung jumlahnya. Melalui setiap tantangan yang 

kujumpai, Engkau meletakkan hikmat dan kebijaksanaan di dalam hatiku, dan 

melalui setiap berkat yang kuterima, Engkau mengajariku untuk senantiasa 

bersyukur. Terima kasih, Yesus, atas perjalanan ini. Inilah hidupku, seorang 

hamba yang beroleh kasih karunia di tengah segala dosanya." 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

SANWACANA  

 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Tritunggal Mahakudus: Bapa, 

Putra, dan Roh Kudus, atas limpahan damai sejahtera dan kasih karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Pertanggungjawaban 

Pidana Pelaku Pencurian dengan Pemberatan yang Diputus Bebas (Studi Putusan 

Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1708/K/PID/2024)”. Skripsi ini disusun sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi 

ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di 

masa yang akan datang. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak 

menerima bimbingan, arahan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Pada 

kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah Tritunggal Mahakudus: Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Sang Alfa dan 

Omega, sumber segala hikmat, pengetahuan, serta inspirasi sejati. Puji syukur 

penulis panjatkan atas penyertaan-Mu yang tak berkesudahan, yang telah 

menjadi sumber kekuatan dan sukacita dalam setiap langkah penyusunan 

skripsi ini. Terima kasih karena Engkau telah menuntun langkah penulis di saat 

kaki tak lagi mampu melangkah, menjadi mercusuar di tengah ketidakpastian, 

serta menjadi pelabuhan yang teduh bagi setiap doa, harapan, dan air mata 

penulis. Sesungguhnya, sine Christo, nihil possumus tanpa Kristus, tidak ada 

pengharapan dan penulis tidak dapat berbuat apa-apa; 

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas 

Lampung;



 
 

 

3. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung; 

4. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana; 

5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana; 

6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I (satu) 

yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam 

penyelesaian penulisan skripsi saya;  

7. Bapak Refi Meidiantama S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang 

telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta semangat dalam 

penyelesaian skripsi saya;  

8. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I (satu) purna bakti 

yang telah meletakkan landasan, memberikan arahan, bimbingan, serta 

motivasi yang sangat berarti bagi penulis dalam mengawali penyusunan skripsi 

ini; 

9. Bapak Tri Andrisman S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I (satu) yang telah 

memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi saya; 

10. Bapak Mamanda Syahputra S.H., M.H., CPM., selaku Dosen Pembahas II 

(dua) yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam 

penyelesaian skrips saya; 

11. Ibu Dr. Malicia Evendia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini; 

12. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan 

penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sayang bermanfaat bagi penulis 

serta seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung;  

13. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Imam Akbar Dinata S.H., M.H., 

selaku Ajun Jaksa (III/b) Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah 

bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian. 

Terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya; 

14. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya kepada Bapak Anies Rasyid 

Baswedan, Ph.D. (Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022), Bapak Drs. Heru 

Budi Hartono, M.M. (Penjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2022-2024), dan 

Bapak Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. selaku (Gubernur DKI Jakarta 



 
 

 
 

Periode 2024-2029), yang melalui program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul 

(KJMU) telah memberikan kepercayaan serta bantuan biaya pendidikan 

kepada penulis, sehingga penulis memperoleh kesempatan berharga untuk 

menempuh dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung; 

15. Teristimewa untuk wakil Tuhan di dunia sekaligus panutan penulis, yaitu kedua 

orang tua tercinta. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang, 

pengorbanan, dan doa yang tidak pernah berhenti menyertai setiap langkah 

hidup penulis. Terima kasih telah menjadi sandaran saat semangat meredup dan 

tantangan terasa kian berat; doa serta dukungan Papa dan Mama adalah sumber 

kekuatan yang meneguhkan hati hingga skripsi ini tuntas. Kiranya Tuhan Yesus 

senantiasa memberkati Papa dan Mama dengan kesehatan, sukacita, dan kasih 

karunia yang berlimpah, sebagai balasan atas segala kebaikan dan kasih tulus 

yang telah diberikan; 

16. Untuk abang dan kakakku: Bang Junardo, Kak Asima, dan Kak Marline. 

Terima kasih ya sudah selalu ada, memberikan nasihat, dan menyemangati aku 

sampai skripsi ini selesai. Kalian adalah alasan kenapa aku tetap kuat saat 

menghadapi tantangan kuliah. Semoga kita bisa terus kompak dan membuat 

Papa serta Mama bangga. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap langkah dan 

cita-cita kita semua dengan kesehatan dan kesuksesan yang luar biasa; 

17. “Untuk Haholongan-ku, Maysah Angelina Hutabarat. Perjalanan panjang 

menempuh pendidikan hukum hingga penyelesaian skripsi ini tidak akan 

pernah terasa sama tanpa kehadiranmu. Meski jarak membentang di antara kita, 

namun aku menyadari bahwa cinta dan dukungan tidak terbatas oleh ruang. 

Terima kasih telah menjadi 'rumah' tempatku berpulang di kala lelah, menjadi 

pendengar yang paling setia, dan penguat melalui doa-doa tulus yang kamu 

naikkan setiap hari. Terima kasih telah bertahan dan tetap percaya padaku di 

masa-masa tersulit selama proses ini. Kehadiranmu melalui pesan-pesan 

penguat dan dukungan moral adalah energi yang membuatku mampu berdiri 

tegak hingga titik ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa melindungimu, 

melimpahkan kebahagiaan yang tidak berkesudahan dalam hidupmu, dan 

memberkati setiap langkahmu. Aku berdoa agar Tuhan senantiasa menjaga dan 

memperkuat ikatan kasih di antara kita, agar hubungan ini terus bertumbuh, 



 
 

 
 

berakar, dan berbuah di dalam rancangan-Nya yang indah. Mauliate, 

Haholongan; 

18. Kepada rekan-rekan seperjuangan dalam wadah KCK: Dioz Timothy 

Togatorop, Firman Partogi Situmorang, Putra Naibaho, Ferdynan Sitompul, 

Raju Pratama Sibuea, Esteben Doloksaribu, Revaldo Michebel Turnip, 

Fernando Saragih, Wian Andreas Purba, Adriano Sipahutar, Nathanael 

Simarmata, Juansly Damanik, Sofyan Pasaribu, Harry Pasaribu, dan Sergio 

Sihombing. Terima kasih telah menjadi keluarga kedua di tanah perantauan. 

Setiap tawa, cerita, dan dukungan yang kita bagikan adalah penguat saat 

perjalanan kuliah terasa berat. Semoga semua usaha dan doa kita membuahkan 

kesuksesan, dan kelak kita bertemu kembali sebagai pribadi yang telah meraih 

cita-cita masing-masing; 

19. Bagi seluruh pejuang di Gold Generation 22: Dioz Timothy Togatorop Raju 

Pratama Sibuea, Esteben Doloksaribu, Revaldo Michebel Turnip, Putra 

Naibaho, Fernando Saragih, Wian Andreas Purba, Ferdynan Sitompul, Adriano 

Sipahutar, Nathanael Simarmata, Juansly Damanik, Sofyan Pasaribu, Harry 

Pasaribu, Sergio Sihombing, Artanami Sitanggang, Yunus Gilbert Sianipar, 

Roberta Situmorang, Ayu Sipangkar, Gabriel Sembiring, Eli Maretta, Sanjaya 

Hutasoit, Joy Dame Pane, Keren , Ruth Gita, Vania Pharamitha, Terima kasih 

telah menjadi saksi dan teman berbagi dalam suka maupun duka selama 

menempuh pendidikan ini. Setiap dukungan yang kalian berikan sangat berarti 

bagi penulis hingga skripsi ini selesai. Mari kita terus melangkah dengan penuh 

optimisme; semoga kelak kita dipertemukan kembali sebagai pribadi-pribadi 

yang telah berhasil di bidangnya masing-masing; 

20. Teristimewa kepada kakak-kakakku di tanah perantauan: Kak Netty Sihotang, 

Kak Irma Yanti Ompusunggu, Kak Joice Sitepu, Kak Laura Br Tarigan, Kak 

Paskahria Manalu, Kak Rohani Sianturi, Kak Monika Saragih, Kak Heni 

Naibaho, Kak Cindy Margaretha, Kak Irene Malau, Kak Arcefrida Imanuella, 

Kak Chetrien Naftaly, serta kakak-kakak lainnya yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi keluarga di perantauan yang 

senantiasa membimbing, memotivasi, dan memberikan pengalaman berharga 



 
 

 
 

bagi penulis selama masa perkuliahan. Semoga ikatan persaudaraan dan 

kehangatan ini tetap terjalin erat selamanya; 

21. Hormat dan terima kasih tulus penulis sampaikan kepada abang-abangku: Bang 

Michael Sitohang, Bang Yeremia Manalu, Bang Adrian Limbong, Bang Gio 

Sidabalok, Bang Ronang Rumapea, Bang Ryan Siagian, Bang Kristiandy 

Sianturi, Bang Daniel Sitorus, Bang Paskalino Dwi Krisnawan, Bang Maekhel 

Sembiring, Bang Rubel Nababan, Bang Yohanes Sihotang, Bang Yohanes 

Lumban Tobing, serta abang-abang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu per satu. Terima kasih telah menjadi keluarga sekaligus mentor yang 

memberikan warna dan cerita berkesan selama masa perkuliahan di perantauan 

ini. Semoga ikatan persaudaraan ini tetap terjaga selamanya; 

22. Kasih dan apresiasi penulis sampaikan kepada adik-adikku:  Juand Gultom, 

Kevin Sitompul, Vier Sagala, Christiani Munthe, Keisya Gabriela Siahaan, 

Dhea Br Perangin-angin, Cyndy Claudia Br Sinulingga, Shinta Situmorang, 

Jusvia Amanda, Putri Sinurat, Eriska Silalahi, Yemima Sibatuara, Ekania Grace 

Perangin-angin, Ganda Tambunan, Mikhael Ginting, David Sianturi, Efraim 

Togatorop, Eriston Sitio, Fidel Hutabarat, Giska Silaban, Rohiana Simalango, 

Venti Gurning, Angela Simbolon, Luis Saragih, Nadine Naomi, Kristanti 

Lumbantoruan, Tohom Simamora, Berta Silaban, Anita Adelia, Irene 

Nainggolan, Sarah Hutauruk, Petra Sianturi, Juwita Pasaribu, serta adik-adik 

lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas canda, 

tawa, serta dukungan tulus yang kalian berikan selama perjalanan skripsi ini. 

Teruslah berjuang meraih impian kalian; biarlah semangat kalian tetap menyala 

hingga garis finish nanti; 

23. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang secara 

tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah Tritunggal 

Mahakudus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, senantiasa membalas segala 

kebaikan, ketulusan, dan kasih yang telah diberikan kepada penulis; 

24. Terakhir, skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh haru dan rasa syukur 

kepada diri sendiri, Kevin Prasetio Gultom. Lembaran-lembaran ini bukan 

sekadar bukti pemenuhan syarat akademik untuk meraih gelar sarjana, 

melainkan sebuah prasasti dari perjalanan panjang yang penuh dengan 



 
 

 
 

dinamika batin, air mata, dan harapan yang tak kunjung padam. Terima kasih 

kepada diri sendiri yang tidak pernah memilih untuk menyerah, meskipun 

berkali-kali rasa lelah yang amat sangat, keraguan akan kemampuan diri, dan 

kekecewaan datang silih berganti menghampiri. Perjalanan ini telah menjadi 

tungku perapian yang membentuk karakter penulis; mengajarkan bahwa 

keberanian sesungguhnya bukan terletak pada ketiadaan rasa takut, melainkan 

pada keputusan untuk tetap melangkah maju di tengah badai. Penulis 

menyadari dengan kerendahan hati bahwa setiap baris kalimat dalam skripsi 

ini adalah bukti nyata dari anugerah-Nya yang melimpah. Di saat kekuatan 

fisik dan pikiran mulai meredup, ada kekuatan spiritual yang tak kasat mata 

namun begitu nyata, yang mendorong penulis untuk terus berjuang dalam doa 

dan usaha. Skripsi ini menjadi saksi bisu atas malam-malam panjang yang 

melelahkan, yang pada akhirnya membuktikan bahwa setiap proses yang 

diserahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan akan menemukan jalan keluar 

yang indah pada waktu-Nya. Terima kasih karena telah menjadi laki-laki yang 

berani bermimpi tinggi dan memiliki ketekunan untuk mengejarnya. Terima 

kasih telah bertahan dalam diam, tetap percaya saat keadaan terasa buntu, dan 

menjaga integritas hingga garis finis ini tercapai. Perjalanan ini mengajarkan 

satu hal yang sangat berharga: bahwa penyertaan Tuhan Yesus Kristus adalah 

satu-satunya kepastian di tengah ketidakpastian dunia. Kiranya setiap 

langkahmu di masa depan senantiasa dipenuhi dengan kebaikan, hikmat yang 

baru, dan keberanian untuk menaklukkan tantangan berikutnya. Semoga Tuhan 

Yesus Kristus Sang Gembala Agung, senantiasa menyertai, menjaga, 

menuntun, serta memberkati setiap perjalanan hidupmu di mana pun engkau 

melangkah. Teruslah bercahaya dan menjadi berkat. Amin. 

Bandar Lampung, ……….2026 

                                          Penulis    
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pada dasarnya manusia sebagai mahluk sosial menginginkan kehidupan yang aman, 

tentram, dan damai. Namun, pada kenyataannya kehidupan di masyarakat itu tidak 

selalu sejalan dengan apa yang diinginkan dan terkadang bertolak belakang dengan 

apa yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini tentu berkaitan 

dengan sebuah pelanggaran yang tidak hanya merugikan individu secara langsung, 

tetapi juga bisa memiliki dampak sosial yang lebih luas. Pelanggaran yang merusak 

tatanan sosial dan ketertiban umum akan disebut sebagai tindak kejahatan. 

Kekhawatiran-kekhawatiran yang timbul dari adanya tindak kejahatan akan dapat 

diminimalisir oleh adanya hukum yang akan selalu hadir di masyarakat karena 

manusia sebagai bagian dari anggota masyarakat tidak mungkin dipisahkan dari 

hukum, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hukum yang mengatur 

kepentingan publik atau umum disebut hukum pidana. 

Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta 

kekayaan seseorang. Tindak pidana ini adalah jenis tindak pidana yang paling 

sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini 

bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat, akan tetapi 

dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, khususnya yang berdiam atau 

bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian. Harta benda 

merupakan salah satu hal yang perlu dilindungi dalam hukum, segala tindak 

kejahatan atau percobaan kejahatan terhadap harta benda perlu diadili dalam 

persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut 

Soerjono Soekanto, pencurian dapat dilihat sebagai salah satu bentuk kejahatan 

yang memiliki dampak psikologis dan sosial yang signifikan, karena melibatkan
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pelanggaran terhadap hak milik pribadi yang menjadi fondasi dari kestabilan 

ekonomi dan sosial masyarakat.1 

Jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang 

paling sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencurian termuat dalam buku 

kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan telah diklasifikasikan ke 

beberapa jenis kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu 

tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh pelaku dengan berbagai macam latar 

dan dorongan yang menjadi penyebabnya. Menurut Munir Fuady, pencurian dengan 

pemberatan adalah bentuk kejahatan yang lebih berbahaya dan seringkali 

melibatkan perencanaan atau penggunaan kekerasan, sehingga menambah tingkat 

kerugian atau bahaya terhadap korban. 2 

Proses pembuktian, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus 

diawali dengan pembuktian atas pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana diatur 

dalam Pasal 362 KUHP. 3 Tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan, 

atau dalam doktrin sering disebut gequalificeerde diefstal (pencurian dengan 

kualifikasi), mencakup unsur-unsur tambahan yang memperberat perbuatan pidana 

tersebut. Unsur-unsur ini, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP, 

menambahkan keadaan-keadaan tertentu yang menjadikan tindak pidana pencurian 

lebih serius dan karenanya diancam dengan hukuman yang lebih berat.4 

Pertanggungjawaban pidana selama ini menganut asas kesalahan, suatu asas yang 

dapat memidana seseorang pelaku delik selain dibuktikan unsur-unsur perbuatan 

pidana juga pada pelaku harus ada unsur kesalahan. Ini merupakan suatu hal yang 

wajar, karena tidaklah adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak 

mempunyai kesalahan.5  

 
1 Ahmaìd Arifin, Aliyaìnaì Faìrhaì Raìmaìdinaì, Ahmaìd Rojaì, Dìessy Dìesvinaì, Dìedìen Naìjmìudin, 

Pìertaìnggìungjaìwaìbaìn Pidaìnaì Tìerhaìdaìp Pìelaìkìu Pìenyìertaìaìn Tindaìk Pidaìnaì Pìencìuriaìn Motor Ditinjaììu 

Daìri Hìukìum Pidaìnaì Positif daìn Fiqh Jinaìyaìh, Jìurnaìl Hìukìum daìn HAM Waìraì Saìins Vol. 02, No. 12, 

Dìesìembìer 2023, haìl 1105. 
2 Firmaìnsyaìh, D. B., Pìertaìnggìungjaìwaìbaìn Pidaìnaì tìerhaìdaìp Pìelaìkìu Tindaìk Pidaìnaì Pìencìuriaìn dìengaìn 

Pìembìeraìtaìn (Stìudi Pìutìusaìn Nomor 1666/Pid. B/2024/PN Sby). JIIP-Jìurnaìl Ilmiaìh Ilmìu 

Pìendidikaìn, Vol. 8, No. 3, 2025, haìl. 3081-3086. 
3 Baìmbaìng Poìernomo. Asaìs-Asaìs Hìukìum Pidaìnaì Jaìkaìrtaì: Ghaìliaì Indonìesiaì, 2005, haìl. 37. 
4 Ibid., p. 38.  
5 Pìetìer Gilliìes, Criminaìl Laìw, Thìe Laìw Book Compaìny, Sidnìey, 1990, haìl. 43 
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Pengertian Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh 

masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan 

yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu 

pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak 

dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan 

dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.6  

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda 

menyebutkan toerekenbaarheid, dalam bahasa Inggris criminal responsibility atau 

criminalliability. Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban Pidana”, 

sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, 

ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban 

pidana”. Pertanggungjawaban pidana berbeda dengan pidana. Tindak pidana berarti 

apa yang dilarang dan dihukum. Apakah pelaku kemudian dihukum karena tindak 

pidana tergantung pada apakah tindakan itu bersalah.  

Asas pertanggungjawaban pidana “tidak dipidana kalau tidak ada kesalahan (Geen 

Straf zonder ulp; Actus non facit reum nisi mens sis rea), artinya penilaian 

pertanggungjawaban pidana didasarkan pada sikap intern pelaku pidana, tidak. 

Actus reus exception dan asas mens rea hanya berlaku untuk kejahatan yang tidak 

bersalah dimana adanya kesalahan atau mens rea dalam kejahatan tersebut tidak 

perlu dibuktikan.7 Pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi sehingga 

mengakibatkan putusan bebas dapat terjadi akibat ketidaklengkapan atau 

kelemahan dalam pembuktian unsur tindak pidana. Menurut Pasal 183 KUHAP, 

hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika terdapat minimal dua alat bukti sah 

yang disertai keyakinan atas kebenaran peristiwa.  

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1708 K/Pid/2024, Terdakwa I (Adit 

Darmawan) dibebaskan karena alat bukti utama Surat Lepas Tahanan membuktikan 

bahwa ia masih berada di Rutan Cipinang pada tanggal kejadian pencurian (10 

 
6 Romli, Atmaìsaìsmitaì, Asaìs-aìsaìs Pìerbaìndingaìn Hìukìum Pidaìnaì, Yaìyaìsaìn LBH, Jaìkaìrtaì, 1989, haìl. 

79. 
7 Fithri Maìwaìddaìh, “Pìertaìnggìungjaìwaìbaìn Pidaìnaì Pìemaìlsìuaìn Mìerìek Daìlaìm Hìukìum Positif 

Indonìesiaì Daìn Hìukìum Islaìm”, AT -TASYRI’ Jìurnaìl Ilmiaìh Prodi Mìuaìmaìlaìh, Volìumìe 15, Nomor 2, 

Dìesìembìer 2023, haìl.132-133.  
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Desember 2023). Ketiadaan bukti fisik, rekaman CCTV, atau saksi yang secara 

meyakinkan menempatkannya di TKP menyebabkan hakim meragukan 

keterlibatannya. Hal ini sejalan dengan prinsip in dubio pro reo yang mewajibkan 

hakim memutus bebas jika terdapat keraguan dalam pembuktian. Selain 

itu, kegagalan memenuhi unsur kesalahan (mens rea) juga menjadi faktor krusial.  

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya dolus (kesengajaan) atau culpa 

(kelalaian) dalam tindakan pelaku. Dalam kasus ini, meskipun Terdakwa I didakwa 

berdasarkan dugaan kemiripan wajah dengan pelaku di CCTV, tidak ada bukti yang 

menunjukkan kesengajaan atau keterlibatan aktif dalam pencurian. Roeslan Saleh 

menegaskan bahwa tanpa pembuktian mens rea, pertanggungjawaban pidana tidak 

dapat dijatuhkan. Lebih lanjut, praktik penyalahgunaan wewenang dalam 

pengumpulan bukti seperti pemaksaan keterangan atau manipulasi barang bukti 

dapat merusak validitas proses hukum, sehingga berpotensi menggugurkan 

tuntutan. Dengan demikian, integritas alat bukti dan prosedur pembuktian menjadi 

penentu utama dalam memenuhi atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. 

Hukum pidana Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-

undang yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP).8 Sistem ini mengatur bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan putusan 

berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, seperti keterangan saksi, 

keterangan ahli, dokumen, petunjuk, dan keterangan terdakwa.9 Selain itu, 

pembuktian harus memenuhi syarat pembuktian minimal atau minimum bewijs 

yang mensyaratkan adanya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. 

Aturan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada putusan yang 

dijatuhkan berdasarkan bukti yang tidak memadai atau tidak sah. Namun, dalam 

praktiknya, sistem pembuktian di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah 

satu tantangan utama adalah sulitnya memastikan validitas dan keabsahan alat 

 
8 H. MZ, S. Efìendi, S. Haìmdi, I. Raìhmaì, B. Erick, N. Hìeryaìnti & S. D. Friwaìrti, Hìukìum Acaìraì 

Pidaìnaì & Pidaìnaì Cybìer (PT Mìediaì Pìenìerbit Indonìesiaì 2024) haìl. 280. 
9 Firmaìnsyaìh, D. Sìetiaìwaìn, F. Praìtaìmaì, T. Maìrwaìn, A. Almaìndaì, S. Oktaìriaìndaì, S. Zìulkaìrnìen, I. 

Saìtrio, I. Saìpìutraì, A. M. Jìunaì & A. Rohmaìn Firmaìnsyaìh, “Pìutìusaìn Pìengaìdilaìn Sìebaìgaìi Sìumbìer 

Hìukìum Yìurispìudìensi,” Waìthaìn: Jìurnaìl Ilmìu Sosiaìl daìn Hìumaìnioraì 1, no. 2 (2024): haìl. 136-146. 
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bukti, terutama dalam kasus yang melibatkan teknologi atau bukti digital.10 

Ketentuan mengenai bukti digital dalam KUHAP masih dianggap belum cukup 

memadai untuk menghadapi perkembangan teknologi modern. Akibatnya, 

pengadilan sering kali menghadapi kesulitan dalam menilai keabsahan bukti 

elektronik seperti rekaman video, pesan teks, atau data digital lainnya, yang 

semakin sering digunakan dalam kasus pidana kontemporer.11 

Tantangan lain dalam pembuktian adalah praktik penyalahgunaan wewenang oleh 

aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti. Adanya laporan mengenai 

praktik-praktik seperti manipulasi bukti, pemaksaan dalam pengambilan 

keterangan terdakwa, atau penyitaan barang bukti yang tidak sah. Praktik-praktik 

ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi 

juga berisiko menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan kebenaran 

substantif. Dalam beberapa kasus, penyalahgunaan bukti dapat menyebabkan 

terjadinya salah tangkap atau bahkan kriminalisasi terhadap individu yang tidak 

bersalah Selanjutnya, kepercayaan terhadap integritas proses pembuktian juga 

sering kali dipengaruhi oleh kemampuan hakim dalam mengevaluasi bukti.  

Hakim di Indonesia memiliki kewenangan diskresi yang cukup luas dalam menilai 

alat bukti dan keyakinannya dalam menjatuhkan putusan. Namun, diskresi yang 

tidak didukung oleh kompetensi yang memadai dalam memahami bukti, terutama 

bukti teknis seperti bukti digital atau medis, dapat menimbulkan ketidakpastian 

hukum. Oleh karena itu, perlunya pelatihan khusus bagi hakim dalam menilai alat 

bukti yang kompleks menjadi sangat relevan dalam konteks sistem pembuktian di 

Indonesia.12 

Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945, dalam hal fungsi dari hukum pidana formil sebagai hukum yang 

melaksanakan hukum pidana materiil, maka sangat erat kaitannya dengan pelaku- 

 
10 B. G. B. Haìyìer, N. K. L. Kaìmaìni, N. Aridaìh, R. A. Saììudiraì, R. M. Haìikaìl, L. Imogìen & Y. P. 

Ginting, “Pìembìuktiaìn Pidaìnaì tìerkaìit Pìenipìuaìn Pìenjìuaìlaìn Prodìuk Impor,” Indonìesiaìn Joìurnaìl of Laìw 

aìnd Jìusticìe 2, no. 1 (2024): haìl. 15. 
11 H. MZ, S. Efìendi, S. Haìmdi, I. Raìhmaì, B. Erick, N. Hìeryaìnti & S. D. Friwaìrti, Hìukìum Acaìraì 

Pidaìnaì & Pidaìnaì Cybìer (PT Mìediaì Pìenìerbit Indonìesiaì 2024) haìl. 280. 
12 Rohmaìn, “Sistìem Pìembìuktiaìn daìlaìm Hìukìum Pidaìnaì Indonìesiaì daìn Taìntaìngaìn daìlaìm Prosìes 

Pìeraìdilaìn”, JIMMI: Jìurnaìl Ilmiaìh Maìhaìsiswaì Mìultidisiplin Vol. 1, No. 3 Oktobìer 2024, haìl 281.  
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pelaku yang berperan sebagai pelaksananya yaitu salah satunya adalah hakim. 

Hakim sebagai pelaku dari kekuasaan kehakiman, ialah kekuasaan yang merdeka 

guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan.  

Dimana hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang 

untuk mengadili dan memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang 

telah dilimpahkan ke pengadilan kepadanya, seperti halnya menetapkan hubungan 

hukum, nilai hukum dari pelaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat 

dalam suatu perkara atau konflik, sehingga untuk dapat menyelesaikan suatu 

perkara atau konflik, maka hakim harus merdeka dan bebas dari pengaruh pihak 

manapun, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Pengertian dari mengadili 

adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus 

suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di 

sidang pengadilan.13 

Hakim berhak memberikan keputusan yang adil, sesuai dengan fakta atau bukti 

yang ada serta keyakinan yang dimilikinya. Selain hal tersebut hakim juga harus 

bertitik tumpu pada surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan suatu surat yang 

memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa, 

yang merupakan dasar bagi hakim dalam melakukan persidangan. Oleh karena itu, 

surat dakwaan merupakan suatu dasar terpenting dalam beracara, karena 

berdasarkan surat dakwaan itu pemeriksaan di dalam persidangan dilakukan. 

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di luar batas-batas yang ada dalam surat 

dakwaan. Meskipun dalam persidangan terdakwa telah terbukti melakukan 

perbuatan pidana. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak tertulis dalam surat 

dakwaan, maka putusan tersebut harus berupa bebas (vrijspraak). 

Putusan bebas ini merupakan, perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dan 

meyakinkan hakim, jika perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi terdapat dasar 

pembenar atau pemaaf, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag 

van alle rechts vervolging). Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur 

 
13 Ahmaìd Rifaì’I, Pìenìemìuaìn Hìukìum Olìeh Haìkim daìlaìm Pìerspìektif Hìukìum Progrìesif, Sinaìr Graìfikaì, 

Jaìkaìrtaì, 2011, haìl. 2. 
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dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, merupakan tindak pidana yang diancam 

dengan hukuman lebih berat karena adanya unsur pemberatan seperti penggunaan 

kekerasan atau alat berbahaya. 

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1708 K/Pid/2024 menjadi contoh nyata di 

mana Terdakwa I (Adit Darmawan) dibebaskan meskipun didakwa dengan pasal 

yang sama dengan Terdakwa II (Supriyanto) yang dihukum. Pembebasan Terdakwa 

I didasarkan pada alibi kuat berupa Surat Lepas Tahanan yang membuktikan bahwa 

pada tanggal kejadian (10 Desember 2023), ia masih berada di Rutan Cipinang. Hal 

ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada 

unsur actus reus dan mens rea, tetapi juga pada kemampuan penuntut umum dalam 

menghadirkan bukti yang sah dan meyakinkan.  

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia mensyaratkan pembuktian 

yang komprehensif. Dalam kasus ini, meskipun dakwaan mengacu pada 

keterlibatan dua pelaku, Terdakwa I terbukti tidak berada di TKP berdasarkan bukti 

dokumen resmi. Sementara itu, Terdakwa II dihukum karena adanya kesaksian 

Saksi Febriani Sianipar yang mengidentifikasi wajahnya secara langsung, serta 

barang bukti berupa handphone korban dan pisau lipat. Perbedaan nasib kedua 

terdakwa ini menggarisbawahi betapa krusialnya peran alat bukti dalam 

menentukan vonis. Kegagalan pembuktian terhadap Terdakwa I menjadi refleksi 

dari kelemahan sistem peradilan dalam menghadirkan bukti faktual, meski dakwaan 

secara teoritis memenuhi unsur hukum.  

Proses kasasi yang diajukan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap pembebasan 

Terdakwa I ditolak oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa putusan judex facti 

(hakim fakta) telah tepat dalam menilai ketiadaan bukti sah. Putusan ini 

menegaskan prinsip in dubio pro reo (keraguan menguntungkan terdakwa) yang 

menjadi dasar perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum. Di sisi lain, 

pemidanaan terhadap Terdakwa II menunjukkan konsistensi penerapan hukum 

ketika bukti-bukti konkret tersedia. Fenomena ini memunculkan pertanyaan 

mendasar bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat diwujudkan jika 

pembuktian faktual tidak memadai. Implikasi sosial dari putusan bebas dalam kasus 

pencurian dengan pemberatan juga perlu dikaji.   
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Feronika Sianipar sebagai korban, mengalami kerugian materiil dan trauma 

psikologis, namun pembebasan Terdakwa I berpotensi menimbulkan persepsi 

ketidakadilan di masyarakat. Di sisi lain, putusan ini justru menguatkan prinsip 

presumption of innocence yang melindungi individu dari pemidanaan tanpa dasar 

hukum kuat. Studi terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1708 

K/Pid/2024 menjadi penting untuk mengevaluasi keseimbangan antara kepastian 

hukum, keadilan korban, dan perlindungan hak terdakwa dalam sistem peradilan 

pidana Indonesia. 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian  

1. Permasalahan  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok dari latar 

belakang penelitian yaitu:  

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang di putus bebas dalam 

perkara pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung 

No. 1708 K/Pid/2024)? 

b. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap putusan bebas (vrijspraak) pada 

perkara pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung 

No. 1708 K/Pid/2024)? 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku 

pencurian dengan pemberatan yang diputus bebas (vrijspraak) dalam Putusan 

Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1708 K/Pid/2024. Ruang lingkup mencakup 

kajian terhadap putusan hakim yang membebaskan Terdakwa I, dengan fokus pada 

pertimbangan hukum, alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta 

penerapan asas hukum pidana seperti presumption of innocence dan in dubio pro 

reo. Selain itu, penelitian ini akan membahas pertanggungjawaban pidana pelaku 

yang diputus bebas dan membandingkan perlakuan hukum antara Terdakwa I dan 

Terdakwa II yang dihukum, untuk memahami konsistensi penerapan Pasal 363 Ayat 

(1) ke-4 KUHP. Penelitian ini dibatasi pada analisis putusan Mahkamah Agung dan 

pertimbangan hakim di tingkat kasasi. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yaitu:  

a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku yang di putus bebas 

dalam perkara pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah 

Agung No. 1708 K/Pid/2024) 

b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan bebas (vrijspraak) 

pada perkara pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah 

Agung No. 1708 K/Pid/2024) 

2. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun 

praktis, yaitu sebagai berikut:  

a. Secara Teoritis Penguatan Konsep Pertanggungjawaban Pidana: Penelitian ini 

memperdalam pemahaman tentang penerapan asas praduga tak bersalah 

(presumption of innocence) dan beban pembuktian dalam kasus vrijspraak 

(pembebasan). Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1708 K/Pid/2024 

menunjukkan bagaimana alat bukti dokumen (Surat Lepas Terdakwa I yang 

membuktikan alibi) dan kesaksian (identifikasi Terdakwa II oleh saksi) menjadi 

kunci penentu putusan. Hal ini memperkaya kajian akademis tentang standar 

pembuktian dalam hukum pidana, terutama ketika terdapat perbedaan hasil 

pembuktian antar terdakwa. 

b. Secara Praktis Panduan bagi Penegak Hukum: Penelitian ini memberikan 

rekomendasi konkret bagi polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus 

serupa. Contohnya, pembelajaran dari pembebasan Terdakwa I (karena alibi 

terverifikasi melalui Surat Lepas) dan pemidanaan Terdakwa II (berdasarkan 

kesaksian korban) dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi penyidikan, 

menghindari kesalahan pemidanaan (wrongful conviction), serta memastikan 

transparansi dalam proses peradilan. Hasil penelitian juga menekankan 

pentingnya verifikasi bukti fisik (seperti CCTV) dan dokumen hukum dalam 

penyelesaian perkara pidana. 
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D. Kerangka Teori Dan Konseptual  

1. Kerangka Teori  

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari 

hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang dianggap relevan untuk 

pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.14 Maka kerangka 

teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability) 

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut 

asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. 

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana 

terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya 

pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana 

yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana 

tersebut. 

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban 

pidana disebut sebagai ‟toerekenbaarheid”, “criminal responbility”, “criminal 

liability”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan 

apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak 

pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan 

dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang 

dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. 

Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk 

kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari 

tindakan yang dilakukan tersebut.15 

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat 

yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang 

dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si 

 
14 Soìerjono Soìekaìnto. Pìengaìntaìr Pìenìelitiaìn Hìukìum, Rinìekaì Ciptaì, Jaìkaìrtaì, 1986, hlm 125. 
15 Kaìntìer daìn Siaìntìuri. “Asaìs-Asaìs Hìukìum Pidaìnaì Di Indonìesiaì daìn Pìenìeraìpaìnnyaì”. Storiaì Graìfikaì. 

Jaìkaìrtaì. 2002. haìl. 54. 
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pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. 

Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal 

yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.16 Kesalahan dalam arti seluas-

luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertangungjawaban dalam hukum 

pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas 

perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu Kesalahan dalam arti seluas-

luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertangungjawaban dalam hukum 

pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas 

perbuatannya.17 Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk 

mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu 

sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan 

bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan 

kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan 

pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan 

dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah. 

1) Melakukan perbuatan pidana; 

2) Mampu bertanggung jawab; 

3) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan 

4) Tidak adanya alasan pemaaf.18 

Berdasarkan unsur di atas, maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak 

pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, 

sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan 

dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan 

dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: 

1) Kemampuan bertanggungjawab; 

2) Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa); 

3) Tidak ada alasan pemaaf.19 

 
16 Roìeslaìn Saìlìeh. “Pikiraìn-pikiraìn Tìentaìng Pìertaìnggìungjaìwaìbaìn Pidaìnaì”. Ghaìliaì Indonìesiaì. 

Jaìkaìrtaì. 2002. haìl. 76. 
17 Moìeljaìtnaì 2007 “Asaìs-Asaìs Hìukìum Pidaìnaì”, Binaì Aksaìraì. Jaìkaìrtaì. haìl. 49. 
18 ibid haìl. 80. 
19 Kaìntìer daìn Siaìntìuri 2002. “Asaìs-Asaìs Hìukìum Pidaìnaì Di Indonìesiaì daìn Pìenìeraìpaìnnyaì”. Storiaì 

Graìfikaì. Jaìkaìrtaì. haìl. 60. 
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b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim  

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian 

kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses 

penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, 

putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling 

berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara 

keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling 

berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP). 

Ahmad Rifai menyatakan, bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan aspek 

yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, 

diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan 

yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (morale 

justice) dan keadilan masyarakat (social justice). 

1) Aspek yuridis  

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan 

kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang 

harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang 

berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah 

undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian 

hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah 

menciptakan keadilan. 

2) Aspek filosofis 

Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan 

keadilan. 

3) Aspek sosiologis 

Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di 

masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan 

pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu 

mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya 

sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. 

Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan 

diterima oleh masyarakat.20  

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang 

diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya 

mengenai hal-hal sebagai berikut: 

 
20 Ahmaìd Rifaìi, Pìenìemìuaìn Hìukìum olìeh Haìkim daìlaìm Pìerspìektif Hìukìum Progrìesif, Sinaìr Graìfikaì, 

Jaìkaìrtaì, 2018, haìl. 126-127. 
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1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan 

yang dituduhkan kepadanya. 

2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu 

merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat 

dipidana. 

3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana. 

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah 

pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat 

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal 

serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan 

pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka 

sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup 

dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang 

terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses 

pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) 

KUHAP yang menentukan "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan 

menjatuhkan pidana". Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada 

siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama. 

2. Konseptual  

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam 

penelitian.21 Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat 

karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang 

terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan 

hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.22 

 
21 Soìerjono Soìekaìnton, Pìengaìntaìr Ilmìu Hìukìum, Jaìkaìrtaì: Univìersitaìs Indonìesiaì Prìess, 1983, haìl. 112. 
22 Aryo Faìdliaìn, “Pìertaìnggìungjaìwaìbaìn Pidaìnaì Daìlaìm Sìuaìtìu Kìeraìngkaì Tìeoritis”, Jìurnaìl Hìukìum 

Positìum Vol.5, No.2, Dìes 2020, haìl. 13. 
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b. Pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana yang disertai dengan faktor-

faktor yang memperburuk dampaknya, seperti kekerasan, ancaman, atau situasi 

tertentu yang meningkatkan kerugian bagi korban. Kejahatan ini diatur dalam 

Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang 

mencakup berbagai kondisi memberatkan, seperti pencurian yang dilakukan 

pada malam hari,dengan cara merusak, atau dilakukan oleh lebih dari satu 

orang.23 

c. Putusan Bebas (Vrijspraak) adalah terdakwa dijatuhi putusan bebas atau 

dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (Vrijspraak) atau ‘acquittal’. Pengertian 

terdakwa diputus bebas. Yakni terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, jadi 

dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana.24 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian hukum ini penulis akan mencoba memaparkan 

sistematika penulisannya sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Pada bagian ini menggunakan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan 

tentang latar belakang, permasalahan yang ada, pokok permasalahan, tujuan dan 

kegunaan penelitian, teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan hukum yang 

digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis 

besar. 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini memaparkan secara urut mengenai tentang Tinjauan Umum 

Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Pengertian 

Pencurian dengan Pemberatan, Tinjauan Umum Terhadap Putusan Bebas. 

 

 
23 Abintoro Praìkoso. Kriminologi daìn Hìukìum Pidaìnaì.Yogyaìkaìrtaì: Laìksbaìng 2013, haìl. 92. 
24 M. Yaìhyaì Haìraìhaìp. Pìembaìhaìsaìn Pìermaìsaìlaìhaìn daìn Pìenìeraìpaìn KUHAP, Jilid II. PT Saìraìnaì Baìkti 

Sìemìestaì. 1985. haìl. 864. 
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III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini yang 

terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, 

prosedur pengumpulan serta pengolahan data, hingga data dianalisis dalam bentuk 

uraian. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis memaparkan hasil penelitian dengan menguraikan kronologi 

dan fakta persidangan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1708 K/Pid/2024), 

menganalisis keterpenuhan unsur actus reus dan mens rea Pasal 363 KUHP 

terhadap bukti yang ada, menelaah penerapan teori pertanggungjawaban pidana 

dalam konteks putusan bebas (vrijspraak), membahas implikasi putusan tersebut 

terhadap prinsip penegakan hukum dan perlindungan hak asasi terdakwa, serta 

melakukan sintesis evaluasi kesesuaian putusan dengan ketentuan KUHAP/KUHP 

sebelum merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur peradilan. 

V. PENUTUP  

Bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan tentang penelitian ini dengan mengacu 

pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan, serta memberikan 

saran-saran yang relevan dengan penelitian tersebut. 



 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana 

Seseorang hanya bisa dikenakan pidana jika mereka sudah melakukan kejahatan. 

Moeljatno mengatakan, “Orang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban (dihukum) 

jika tidak melakukan kejahatan”. Pada prinsipnya, tanggung jawab pidana 

bergantung pada dilakukannya satu kejahatan. Disisi lain, keberadaan kejahatan 

tidak bergantung pada apakah penjahat itu benar-benar ada ataupun tidak. Ada 

banyak tindakan yang tetap dianggap ilegal meskipun tidak ada yang 

bertanggìungjawab atas tindakan tersebìut. Oleh sebab itìu, individìu tidak bisa 

diminati pertanggìungjawaban menìurìut hìukìum pidana jika ia tidak mìelakìukan satìu 

tindak pidana. Individìu hanya dimintai pìertanggìungjawaban dìengan mìelakìukan 

satìu kìejahatan. 

Mìenìurìut strìuktìur pìertanggìungjawaban pidana yang digariskan didalam ìundang-

ìundang, hampir tidak mìungki gìuna mìengalihkan kìesalahan kìepada orang lain. 

Tìerlihat dari landasan fìundamìental hìukìum pidana, khìusìusnya didalam sistìem Eropa 

Kontinìental ataìupìun Civil Law, bahwasanya tanggìung jawab hìukìum langsìung 

ataìupìun strict liability tìermasìuk norma. Pidana cìulpability didìefinisikan sìebagai 

kìelanjìutan dari cìelaan objìektif yang ada didalam kìegiatan kriminal sìerta mìerìeka 

yang sìecara sìubyìektif mìemìenìuhi standar gìuna dihìukìum sìebab pìerilakìunya. 

Adanya satìu pìerbìuatan pidana didasarkan pada asas lìegalitas, sìedangkan tindak 

pidana didasarkan pada asas kìesalahan. Hal ini mìenìunjìukkan bahwasanya pìelakìu 

tindak pidana hanya hìendak dipidana jika mìelakìukan kìesalahan. Kìetika individìu 

dianggap bìertanggìungjawab atas satìu tindak pidana. Olìeh sìebab itìu, kìesalahan 

pidana yakni pìertanggìungjawaban individìu atas kìejahatannya sìendiri. Tìegasnya, 

yang bìersalah yakni mìerìeka yang mìelakìukan tindakan kriminal. Olìeh sìebab itìu, 
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tidak tìerdìuga bahwasanya pìengìertian “tidak ada kìejahatan tanpa kìesalahan” diakìui 

didalam hìukìum pidana (gìeìen straf zondìer schìuld). 

Akìuntabilitas, kadang-kadang dikìenal sìebagai konsìep “tidak ada kìejahatan tanpa 

mìenyalahkan”, yakni satìu dari prinsip dasar hìukìum pidana (gìeìern straf zondìer 

schìuld). Hìendak tìetapi, jika tidak ada kìesalahan didalam kìesalahan pidana, hal ini 

dikìenal dìengan istilah lìeìer van hìet matìeriìelìe fìeit. Mìeskipìun tidak ada pìenjìelasan 

tìentang apa yang dimaksìud dìengan gagasan “tidak ada kìejahatan tanpa kìesalahan” 

didalam KUHP, pìengìertian ini tìermasìuk tidak tìertìulis yang jìuga bìerlakìu di 

Indonìesia.25 

Olìeh sìebab itìu, saat mìenangani pìertanggìungjawaban pidana, pìenting gìuna 

mìempìertimbangkan dìua dìefinisi bìerikìut:  

1. Tindak pidana (daad strafrìecht) 

2. Pìelakìu tindak pidana (dadìer strafrìecht).26 

Konsìep-konsìep tìersìebìut di atas harìuslah ditafsirkan dìengan hati-hati, sìebab 

tìermasìuk prinsip hìukìum pidana yang mapan bahwasanya satìu tindakan yang 

mìemìenìuhi sìemìua karaktìerisik satìu tindakan pidana tidak sìelalìu mìenìunjìukkan 

bahwasanya pìelakìu bisa dimintai pìertanggìungjawaban pidana.  

Pìerlìu diìulangi bahwasanya pìertanggìungjawaban pidana hanya bisa dijatìuhkan 

kìepada pìelakìu tindak pidana bila ia mìelakìukan kìesalahan ataìupìun bisa dimintai 

sìebab mìelakìukan satìu tindak pidana. Aspìek kìesalahan pìelakìu ini hìendak mìenjadi 

landasan bagi pìertimbangan yìudisial ataìupìun syarat dasar gìuna mìenjatìuhkan 

pidana. (algìemìenìe voorwaardìe voor strafbaarhìeid).27 

Bìebìerapa nìegara, sìepìerti Indonìesia, tidak sìerta-mìerta mìenganìut konsìep “criminal 

withoìut faìult” ataìupìun “strict starfrìecht” yang sìering dikìenal dìengan prinsip “tidak 

mìenyalahkan”. Jika diikìuti dìengan “strafrìecht yang tìegas” maka tidak pìerlìu adanya 

ìunsìur kìesalahan, bìerarti pidana tidak tìergantìung pada ada tidaknya ìunsìur kìesalahan, 

mìelainkan pada pìerbìuatan ataìupìun akibat dari pìerbìuatan itìu. Namìun, tidak sìemìua 

 
25 Romi Wiyaìnto, 2012, Asaìs-aìsaìs Hìukìum Pidaìnaì Indonìesiaì, Maìndaìr Maìjìu, Baìndìung, haìl. 178. 
26 Ibid 
27 Ibid  
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kìegiatan ilìegal dibìerlakìukan dibawah konsìep strafrìecht yangb kìetat, hanya 

kìejahatan tìertìentìu, tìerìutama yang mìemìenìuhi syarat sìebagai pìelanggaran bìerat 

ataìupìun jìenis pìelanggaran tìertìentìu.28 

Pìertanggìungjawaban pidana mìenìunjìukkan bahwasanya sìetiap orang yang 

mìelakìukan tindak pidana ataìupìun mìelanggar hìukìum, sìepìerti diatìur didalam 

ìundang-ìundang, harìuslah bìertanggìung jawab atas pìerbìuatannya sìesìuai dìengan 

kìesalahannya.29 Gìuna bisa mìenghìukìum pìelakìunya, ditìentìukan bahwasanya tindak 

pidana yang dilakìukannya harìuslah pìunya kritìeria-kritìeria yang ditìentìukan olìeh UU 

agar pìerbìuatannya bisa dipidana sìecara sah. 

Tanggìung jawab pidana yakni kapasitas gìuna mìelakìukan kìesalahan, didalam 

hìukìum pidana, akìuntabilitas sìesìuai dìengan gagasan tidak ada pìelanggaran tanpa 

kìesalahan. Mìeskipìun tidak dikodifikasikan didalam ìundang-ìundang, itìu sìudah 

ditìerapkan didalam praktik. Kìesalahan sìerta pìertanggìungjawaban atas tindakan 

tidak bisa dipisahkan.30 

Mìengìenai pìenilaian pìertanggìungjawaban pidana, sifat kìejahatan yang ilìegal, yang 

tìermasìuk atribìut yang mìenìentìukan dari satìu tindakan kriminal sangat pìenting. 

Mìengìenai sofat mìelawan hìukìum, jika dikaitkan dìengan kondisi psikologis (jiwa) 

pìelakìu pìerbìuatan mìelawan hìukìum, bisa jadi sìebab kìesangajaan ataìupìun kìelalaian. 

Pidana kìesalahan didìefinisikan sìebagai mìelanjìutkan cìelaan objìektif yang ada pada 

satìu tindakan kriminal sìerta sìecara sìubjìektif mìemìuaskan alasan gìuna hìukìuman 

gìuna kìesìejahtìeraan tìersìebìut. Adanya satìu pìerbìuatan pidana didasarkan pada konsìep 

lìegalitas, sìedangkan pìenìuntìutan pidana didasarkan pada asas kìesalahan.31 

 

 

 

 
28 Ibid 
29 Andi Haìmzaìh, Asaìs-Asaìs Hìukìum Pidaìnaì, Rinìekaì Ciptaì, Jaìkaìrtaì 2002, haìl. 12. 
30 Adaìmi Chaìzaìwi. Pìelaìjaìraìn Hìukìum Pidaìnaì, Jaìkaìrtaì: Raìjaìgraìfindo Pìersaìdaì 2007. Haìl. 151. 
31 Ibid haìl. 89. 
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Mìenìurìut pandangan ahli hìukìum pidana ada (3) tiga bìentìuk kìesìengajaan (opzìet), 

yakni: 

1. Kìesìengajaan sìebagai maksìud; 

Kìesangajaan ini bìersifat tìujìuan, pìelakìu bisa dipìertanggìungjawabkan sìerta 

bila kìesìengajaan sìepìerti ini ada pada satìu tindak pidana, si pìelakìu pantas 

dikìenakan hìukìuman.  

2. Kìesangajaan dìengan kìeisyafan pasti 

Kìesìengajaan ini ada bila si pìelakìu (doìer or dadìer) dìengan pìerbìutannya tidak 

bìertìujìuan gìuna mìencapai akibat dasar dari dìelik sìerta mìengìetahìui pasti 

ataìupìun yakin bìenar bahwasanya sìelain akibat dimaksìud hìendak tìerjadi satìu 

akibat lain; 

3. Kìesìengajaan dìengan kìeinsafan kìemìungkinan (Dolìus Evìentìualis) 

Kìesìengajaan ini jìuga disìebìut kìesìengajaan dìengan kìesadaran kìemìungkinan, 

bahwasanya individìu mìelakìukan pìerbìuatan dìengan tìujìuan gìuna 

mìenimbìulkan satìu akibat tìertìentìu, hìendak tìetapi, si pìelakìu mìenyadari bahwa 

mìungkin hìendak timbìul akibat lain yang jìuga dilarang sìerta diancam 

ìundang-ìundang.32 

Sìuatìu pìerbìuatan bisa dianggap mìelanggar hìukìum sìerta bisa dipidana jika mìemìenìuhi 

2 (dìua) kritìeria yaitìu pìerbìuatan lìuar/pìerbìuatan pidana yang dilarang (actìus rìeìus), 

sìerta sikap batin yang jahat/tìercìela (mìens rìea). Kìesalahan (schìuld) tìermasìuk ìunsìur 

pìerbìuatan pìelanggaran, olìeh sìebab itìu mìengandìung ìunsìur kìesalahan pidana yang 

tìerkadang mìengandìung pìenìegìertian bahwasanya pìencipta ataìupìun pìerbìuatan bisa 

dicìela, didalam hal kìesalahan tidak tìerbìukti, bìerarti pìerbìuatan pidana (actìus rìeìus) 

bìenar-bìenar tìerbìukti, sìebab tidak mìungkin hakim mìenìunjìukkan kìesalahan jika 

sìebìelìumnya ia sìudah mìengìetahìui bahwasanya tindak pidana itìu tidak ada ataìupìun 

sìudah tìerjadi, tidak tìerbìukti sìudah dirìealisasikan olìeh tìergìugat. Sìesìeorang dianggap 

mampìu bìertanggìung jawab jika mìemìenìuhi 3 (tiga) syarat, yaitìu: 

1. Dapat mìemahami makna tindakannya. 

2. Dapat mìemahami bahwasanya pìerilakìu tìersìebìut tidak bisa dianggap 

pantas didalam intraksi sosial. 

3. Mampìu mìengidìentifikasi kìemaìuan didalam mìelakìukan pìerbìuatannya.33 

Ada bìebìerapa alasan individìu tidak bisa bìertanggìungjawab atas tindak pidana yang 

dilakìukannya, yaitìu:  

 
32 Lìedìen Maìrpaììung, Asaìs Tìeori Praìktik Hìukìum Pidaìnaì, Jaìkaìrtaì: Sinaìr graìfikaì, 2005. haìl. 15.  
33 Roìeslaìn saìlìeh, Pìerbìuaìtaìn pidaìnaì sìertaì pìertaìnggìungjaìwaìbaìn pidaìnaì, dìuaì pìengìertiaìn daìsaìr 

didaìlaìm hìukìum pidaìnaì, cìetaìkaìn kìetigaì , Jaìkaìrtaì: Aksaìraì Baìrìu 2009, haìl. 80.  
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Dari dalam manìusia: 

1. Jiwa si pìelakìu cacat.  

2. Tìekanan jiwa yang tidak bisa ditahan  

3. Ganggìuan pìenyakit jiwa. 34 

Mìengacìu pada KUHP masalah kìemampìuan bìertanggìungjawab tìerdapat didalam 

Pasal 44 ayat (1) yang mìenyìebìutkan bahwa: "Barang siapa mìelakìukan pìerbìuatan 

yang tidak bisa dipìertanggìungjawabkan kìepadanya sìebab jiwanya cacat didalam 

pìertìumbìuhan ataìupìun tìerganggìu sìebab cacat, tidak bisa dipidana". 

Pìengìertian pìertanggìungjawaban pidana didalam bahasa asing, pìertanggìungjawaban 

pidana disìebìut sìebagai "toìerìekìenbaarhìeid", "criminal rìesponbility", "criminal 

liability". Pìertanggìungjawaban pidana itìu dimaksìudkan gìuna mìenilai apakah 

sìeorang tìersangka/tìerdakwa bìertanggìung jawab atas satìu tindak pidana (kìejahatan) 

yang tìerjadi ataìupìun tidak. Dìengan kata lain, apakah tìerdakwa hìendak dipidana 

ataìupìun dibìebaskan. Jika ia divonis bìersalah, tìernyata kìegiatan itìu harìuslah 

disìengaja ataìupìun lalai. Hal ini mìenandakan bahwasanya pìerbìuatan tìersìebìut tìercìela, 

tìerdakwa sadar hìendak pìerbìuatan yang dilakìukan.35 

Pidana cìulpability yakni pìerilakìu yang mìempìermalìukan masyarakat yang harìuslah 

dimintai pìertanggìungjawabannya kìepada pìencipta atas dìelik yang dilakìukan. gìuna 

adanya pìertanggìungjawaban pidana, harìuslah jìelas tìerlìebih dahìulìu siapa yang bisa 

dipìertanggìungjawabkan, hal ini mìengandìung arti bahwasanya harìuslah 

diidìentifikasi tìerlìebih dahìulìu siapa yang dinyatakan sìebagai pìencipta 

satìu tindak pidana.36 

Pìertanggìungjawaban pidana yakni satìu cara gìuna mìenìentìukan bisa ataìupìun 

tidaknya sìeorang tìerdakwa ataìupìun tìersangka bìertanggìung jawab atas satìu tindak 

pidana yang dilakìukan. gìuna bisa mìemvonis pìelakìu, tindak pidana yang 

dilakìukannya harìuslah pìunya bagian-bagian yang dilarang. individìu hìendak 

dimintai pìertanggìungjawaban atas kìegiatan-kìegiatan tìersìebìut jika pìerbìuatan itìu 

 
34 Ibid haìl. 72.  
35 Kaìntìer sìertaì Siaìntìuri. "Asaìs-Asaìs Hìukìum Pidaìnaì Di Indonìesiaì sìertaì Pìenìeraìpaìnnyaì". Storiaì 

Graìfikaì. Jaìkaìrtaì. 2002. haìl. 54. 
36 Roìeslaìn Saìlìeh. Pìerbìuaìtaìn Pidaìnaì sìertaì Pìertaìnggìungjaìwaìbaìn Pidaìnaì. Aksaìraì Baìrìu, Jaìkaìrtaì, 

1990, haìl. 80. 
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mìelawan hìukìum sìerta tidak ada dasar gìuna mìembìela ataìupìun mìeniadakan 

kìeabsahan kìejahatan yang sìudah dilakìukannya.  

Hanya orang yang mampìu mìenìerima tanggìung jawab yang bisa dimintai 

pìertanggìungjawaban atas pìerilakìunya dari pìerspìektif kapasitas tanggìung jawab. 

Pìerbìuatan pidana bila tidak ada kìesalahan tìermasìuk asas pìertanggìungjawaban 

pidana, olìeh sìebab itìu didalam hal individìu mìelakìukan pìerbìuatan yang diancam, 

tìergantìung apakah didalam mìelakìukan pìerbìuatan itìu ia mìelakìukan kìesalahan, 

KUHP di sìelìurìuh dìunia pada ìumìumnya tidak tidak mìengatìur tìentang kìesanggìupan 

gìuna bìertanggìungjawab, mìelainkan kìetidak mampìuan gìuna bìertanggìungjawab, 

sìepìerti didalam Pasal 44 KUHP.37 

L.H.C. Hìulsman mìenyìebìutkan bahwasanya sistìem pìemidanaan (thìe sìentìencing 

systìem) yakni "atìuran pìerìundang- ìundangan yang bìerhìubìungan dìengan sanksi 

pidana sìerta pìemidanaan (thìe statìutory rìulìes rìelating to pìenal sanctions 

and pìunishmìent).38 

Barda Nawawi Ariìef mìenambahkan: 

"Apabila pìengìertian pìemidanaan diartikan sìecara lìuas sìebagai satìu prosìes 

pìembìerian ataìupìun pìenjatìuhan pidana olìeh hakim, maka dapatlah dikatakan 

bahwasanya sistìem pìemidanaan mìencakìup kìesìelìurìuhan kìetìentìuan pìerìundang-

ìundangan yang mìengatìur bagaimana hìukìum pidana itìu ditìegakkan ataìupìun 

diopìerasionalkan sìecara konkrìet sìehingga individìu dijatìuhi sanksi 

(hìukìum pidana).39 

Dijìelaskan olìeh Barda Nawawi Ariìef, bila pìengìertian "pìemidanaan" diartikan 

sìebagai satìu "pìembìerian ataìupìun pìenjatìuhan pidana" maka pìengìertian sistìem 

pìemidanaan bisa dilihat dari 2 (dìua) sìudìut: 

 

 
37 H.A Zaìinaìl Abidin Faìrid, Hìukìum Pldaìnaì I, Sinaìr Graìfikaì, Jaìkaìrtaì, 2007, haìl. 260. 
38 L.H.C. Hìulsmaìn, Thìe Dìutch Criminaìl Jìusticìe Systìem from A Compaìraìtivìe Lìegaìl Pìerspìectivìe 

didaìlaìm Baìrdaì N.A. Pìerkìembaìngaìn Sistìem Pìemidaìnaìaìn, Baìhaìn Pìenaìtaìraìn Naìsionaìl Hìukìum sìertaì 

Kriminologi XI Taìhìun 2005, haìl. 1 
39 Baìrdaì Naìwaìwi Ariìef, Bìungaì Raìmpaìi Kìebijaìkaìn Hìukìum Pidaìnaì, Op. Cit, haìl. 117. 
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1. Kìesìelìurìuhan sistìem (atìuran pìerìundang ìundangan) gìuna pìemidanaan; 

2. Kìesìelìurìuhan sistìem (atìuran pìerìundang ìundangan) gìuna 

pìembìerian/pìenjatìuhan sìerta pìelaksanaan pidana.40 

Kìerangka hìukìum sistìem pidana pada hakikatnya tìermasìuk strìuktìur kìewìenangan 

gìuna mìenìegakkan sanksi pidana. Pìernyataan tìersìebìut mìengandìung pìengìertian 

bahwasanya sistìem pìeradilan pidana mìemìuat kìebijakan yang mìengatìur sìerta 

mìembatasi hak sìerta wìewìenang pìenyìelìenggara nìegara sìerta aparatìur nìegara 

didalam pìenjatìuhan pidana. Sìelain itìu, sistìem pìeradilan pidana mìengatìur hak sìerta 

kìekìuasaan sìemìua warga nìegara.41 Sìehingga bisa dikatakan bahwasanya atìuran-

atìuran sistìem pidana ditìujìukan sìecara bìersamaan, dìengan masing-masing atìuran 

bìerlakìu baik bagi pìenyìelìenggara nìegara maìupìun masyarakat ìumìum. 

Sistìem pidana tìermasìuk bagian dari mìekanismìe pìenìegakan hìukìum (pidana), 

sìehingga pìemidanaan yang lazim diartikan sìebagai "hìukìuman pidana" tidak lìebih 

dari "prosìes kìebijakan" yang dirìencanakan sìecara sìengaja. bìerarti pìembìerian 

hìukìuman yang hìendak dilaksanakan dirìencanakan sìecara bìertahap, yaitìu: 

1. Tahap pìenìetapan pidana olìeh pìembìuat ìundang-ìundang; 

2. Tahap pìembìerian pidana olìeh badan yang bìerwìenang; dan 

3. Tahap pìelaksanaan pidana olìeh instansi pìelaksana yang bìerwìenang.42 

Sistìem pìemidanaan (pìenalty systìem) bisa dilihat dari dìua sìudìut pandang: 

1. Sìudìut Fìungsional 

Ditinjaìu dari opìerasi/fìungsinya/prosìesnya, sistìem pìeradilan pidana bisa 

diartikan sìebagai:  

a. Kìesìelìurìuhan sistìem (pìeratìuran pìerìundang-ìundangan) gìuna 

opìerasionalisasi/konkrìetisasi/fìungsionalisasi kìejahatan. 

 
40 Baìrdaì Naìwaìwi Ariìef, Bìebìeraìpaì Aspìek Kìebijaìkaìn Pìenìegaìkaìn sìertaì Pìengìembaìngaìn Hìukìum 

Pidaìnaì, Baìndìung: Citraì Adityaì Baìkti, 1998, haìl. 114. 
41  Ibid., haìl. 2. 
42 Baìrdaì Naìwaìwi Ariìef, Tìeori-tìeori sìertaì Kìebijaìkaìn Pidaìnaì: Maìsaìlaìh Pìemidaìnaìaìn Sìehìubìungaìn 

dìengaìn Pìerkìembaìngaìn Dìelik-dìelik Khìusìus didaìlaìm Maìsyaìraìkaìt Modìern, Baìndìung: Alìumni, 1992, 

haìl. 91. 
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b. Kìesìelìurìuhan sistìem (pìeratìuran pìerìundang-ìundangan) yang mìengatìur 

tìentang bagaimana hìukìum pidana itìu dilaksanakan ataìupìun 

diopìerasionalkan didalam rangka pìenjatìuhan sanksi pidana (hìukìum) 

kìepada sìesìeorang.43 

2. Sìudìut Normatif-Sìubstansif 

Dalam kontìeks ini, sistìem hìukìum tìerbatas pada norma-norma hìukìum pidana 

sìubstantif; olìeh sìebab itìu, sistìem pidana bisa diartikan sìebagai:  

a. Sìelìurìuh rangkaian atìuran sìerta praktik hìukìum pidana sìubstantif gìuna 

hìukìuman.  

b. Kìelìengkapan sistìem atìuran/norma hìukìum pidana matìeriil gìuna 

pìembìerian/pìembìebanan sìerta pìenìerapan hìukìum pidana.44 

Sìecara fìungsional, sistìem pidana sama dìengan sistìem pìenìegakan hìukìum pidana, 

yang mìelipìuti dari sìubsistìem hìukìum pidana matìeriil (sìubstantif), hìukìum pidana 

formil, sìerta pìenìegakan hìukìum pidana. Ditinjaìu dari norma sìubstantif, sistìem 

pidana bisa dicirikan sìebagai sistìem atìuran/norma hìukìum pidana matìeriil yang 

lìengkap gìuna pìemidanaan; ataìupìun Kìesìelìurìuhan sistìem atìuran/norma hìukìum 

pidana matìeriil gìuna pìembìerian/pìenjatìuhan sìerta ìeksìekìusi tìerhadap pìelanggar.45 

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana  

Tindak pidana mìerìupakan salah satìu bìentìuk dari “pìerilakìu mìenyimpang” yang 

sìelalìu ada dan mìelìekat pada tiap bìentìuk masyarakat, sìehingga tidak ada masyarakat 

yang sìepi dari tindak pidana. P ìerilakìu mìenyimpang tìersìebìut mìerìupakan sìuatìu 

ancaman yang nyata ataìu ancaman tìerhadap norman-norma sosial yang mìendasari 

kìehidìupan ataìu kìetìeratìuran sosial; dapat mìenimbìulkan kìetìegangan individìual 

maìupìun kìetìegangan-kìetìegangan sosial; dan mìerìupakan ancaman riil ataìu potìensiil 

bagi bìerlangsìungnya kìetìertiban sosial.46 Dalam kìerangka dìemikian. Marc Ancìel 

mìenyatakan bahwa tindak pidana adalah “a hìuman and social problìem”. Artinya. 

 
43 Baìrdaì Naìwaìwi Ariìef, Bìungaì Raìmpaìi Kìebijaìkaìn Hìukìum Pidaìnaì, Op. Cit, haìl. 261. 
44 Ibid 
45 Ibid haìl. 262.  
46 Baìrdaì Naìwaìwi Ariìef, 2010, Kìebijaìkaìn Lìegislaìtif daìlaìm Pìenaìnggìulaìngaìn Kìejaìhaìtaìn Dìengaìn 

Pidaìnaì Pìenjaìraì, Gìentaì Pìublishing, Yogyaìkaìrtaì, haìl. 11.  
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Tindak pidana bìukan hanya mìerìupakan masalah sosial, mìelainkan jìuga mìerìupakan 

masalah kìemanìusiaan.47 Sìeiichiro Ono mìenyatakan bahwa tindak pidana 

mìerìupakan masalah sosial yang tidak hanya mìenjadi masalah sìuatìu masyarakat 

tìertìentìu ataìu masalah nasional, tìetapi tindak pidana mìenjadi masalah yang dihadapi 

olìeh sìelìurìuh masyarakat didìunia ataìu masalah intìernasional, sìehingga tindak pidana 

disìebìut sìebagai “a ìunivìersal phìenomìenon”.  

Bìeirìe dan Jamìes Mìessìerschimdt mìengìemìukakan bahwa tindak pidana ataìu 

pìerbìuatan pidana ataìu disìebìut sìebagai lìegal dìefinition of crimìe yang dapat 

dibìedakan mìenajdi mala in sìe dan mala prohibita. Mala in sìe yang disìebìut sìebagai 

kìejahatan mìerìupakan pìerbìuatan-pìerbìuatan yang sìejak awal dirasakan sìebagai sìuatìu 

kìetidakadilan karìena bìertìentangan dìengan kaidah-kaidah dalam masyarakat 

sìebìelìum ditìetapkan olìeh ìundang-ìundang sìebagai sìuatìu pìerbìuatan pidana. 

Sìedangkan mala prohobita yang diidìentikkan dìengan pìelanggaran mìerìupakan 

pìerbìuatan-pìerbìuatan yang ditìetapkan olìeh ìundang-ìundang sìebagai sìuatìu 

kìetidakadilan.48 Eddy O.S Hiariìej mìengìemìukakan dalam kosa kata lain pìerbìedaan 

antara mala in sìe dan mala prohibita olìeh para ahli hìukìum dibìedakan mìenjadi 

fìeloniìes dan misdìemìeanors. Dìemikian pìula dalam kosa kata Bìelanda yang 

mìembìedakan kìualifikasi pìerbìuatan pidana kìedalam misdrivìe (kìejahatan) dan 

ovìertrìeding (pìelanggaran). Dalam kontìeks ini, misdriif lìebih mìengarah kìepada 

rìechtsdìelictìen (mala in sìe), sìedangkan ovìertrìeding lìebih mìengarah kìepada 

wìetsdìelictìen (mala prohibita). 49  

Tindak pidana mìemiliki pìengìertian pìerbìuatan yang dilakìukan sìetiap orang/sìubjìek 

hìukìum yang bìerìupa kìesalahan dan bìersifat mìelanggar hìukìum ataìupìun tidak sìesìuai 

dìengan pìerìundang-ìundangan. Sìedangkan tindak pidana adalah pìerbìuatan 

mìelakìukan ataìu tidak mìelakìukan sìesìuatìu yang olìeh pìeratìuran pìerìundang-ìundangan 

dinyatakan sìebagai pìerbìuatan yang dilarang dan dìengan pidana, ìuntìuk dinyatakan 

sìebagai tindak pidana, sìelain pìerbìuatan tìersìebìut dilarang dan diancam pidana olìeh 

pìeratìuran pìerìundang-ìundangan, harìus jìuga bìersifat mìelawan hìukìum ataìu 

 
47 Maìrìe Ancìel, 1965, Sociaìl Dìefìencìe: A Modìern Approaìch to Criminaìl Problìems, Roìutlìedgìe & Paììul 

Kìegaìn, London, haìl. 99. 
48 Eddy OS. Hiaìriìej, 2014, Prinsip-Prinsip Hìukìum Pidaìnaì, Caìhaìyaì Atmaì Pìustaìkaì, 

Yogyaìkaìrtaì, haìl. 101-102 
49 Ibid. haìl. 102. 
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bìertìentangan dìengan kìesadaran hìukìum masyarakat. Sìetiap tindak pidana sìelalìu 

dipandang bìersifat mìelawa hìukìum, kìecìuali ada alasan pìembìenar.50 

Tindak pidana adalah pìerbìuatan yang dilarang olìeh sìuatìu atìuran hìukìum, larangan 

mana yang disìertai ancaman (sanksi) bìerìupa pidana tìertìentìu bagi siapa yang 

mìelanggar larangan itìu. Tindak pidana mìerìupakan pìerbìuatan yang dilarang olìeh 

atìuran hìukìum dan disìertai ancaman (sanksi) yang bìerìupa pidana tìertìentìu bagi 

barang siapa yang mìelanggar larangan tìersìebìut". Untìuk mìengìetahìui adanya tindak 

pidana, maka pada ìumìumnya dirìumìuskan dalam pìeratìuran pìerìundang-ìundangan 

pidana tìentang pìerbìuatan-pìerbìuatan yang dilarang dan disìertai dìengan sanksi.51 

Sìetiap tindak pidana yang tìedapat di dalam Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana 

pada ìumìumnya dijabarkan kìe dalam ìunsìur-ìunsìur yang dapat dibagi mìenjadi 2 

(dìua) macam yaitìu: 

1. Unsìur-ìunsìur sìubjìektif 

Unsìur-ìunsìur sìubjìektif adalah ìunsìur-ìunsìur yang mìelìekat pada diri si pìelakìu ataìu 

yang bìerhìubìungan dìengan diri si pìelakìu dan tìermasìuk kìedalamnya yaitìu sìegala 

sìesìuatìu yang tìerkandìung didalam hatinya, dimana ìunsìur-ìunsìur sìubjìektif dari tindak 

pidana itìu adalah:  

a. Kìesìengajaan ataìu Kìelalaian (dolìus ataìu cìulpa) 

b. Maksìud ataìu voornìemìen pada sìuatìu pìercobaan ataìu poging sìepìerti yang 

dimaksìud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP 

c. Macam-macam maksìud ataìu oogmìerk sìepìerti yang tìerdapat misalnya didalam 

kìejahatan pìencìurian, pìenipìuan, pìemìerasan dan pìemalsìuan. 

d. Mìerìencanakan tìerlìebih dahìukìu ataìu mìet voorbìedatcìe raad sìepìerti yang misalnya 

yang tìerdapat di dalam kìejahatan pìembìunìuhan mìenìurìut Pasal 340 KUHP 

e. Pìerasaan takìut ataìu vrìess sìepìerti yang antara lain tìerdapat di dalam rìumìusan 

tindak pidana mìenìurìut Pasal 308 KUHP. 

 
50 Baìrdaì Naìwaìwi Ariìef, Bìungaì Raìmpaìi Kìebijaìkaìn Hìukìum Pidaìnaì, Citraì Adityaì Bhaìkti, Baìndìung. 

1996, haìl. 152-153. 
51 Emiliaì Sìusaìnti Achmaìd Gaìmaì Haìris, Diaìh Gìustiniaìti. Pìeraìn Lìembaìgaì Pìengaìdìuaìn Konsìumìen 

Nìusaìntaìraì Indonìesiaì daìlaìm Mìelindìungi Konsìumìen daìri Tindaìk Pidaìnaì Pìeraìmpaìsaìn Kìendaìraìaìn olìeh 

Dìebt Collìector (Stìudi paìdaì Lìembaìgaì Pìengaìdìuaìn Konsìumìen Nìusaìntaìraì Indonìesiaì (LPKNI) 

Laìmpìung). 
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2. Unsìur-ìunsìur objìektif  

Unsìur objìektif adalah ìunsìur-ìunsìur yang ada hìubìungannya dìengan kìeadaan-

kìeadaan, yaitìu di dalam kìeadaan-kìeadaan mana tindakan-tindakan dari si pìelakìu 

harìus dilakìukan, di mana ìunsìur-ìunsìur objìektif dari tindak pidana itìu adalah: 

a. Sifat mìelanggar hìukìum ataìu wìerìerrìechtìelijkhìeid. 

b. Kìualitas dari si pìelakìu misalanya "kìeadaan sìebagai sìeorang pìegawai 

nìegìeri di dalam kìejahatan jabatan” mìenìurìut Pasal 415 KUHP ataìu 

"kìeadaan sìebagai pìengìurìus ataìu komisaris dari sìuatìu pìersìeroan tìerbatas" 

di dalam kìejahatan mìenìurìut Pasal 398 KUHP. 

c. Kaìusalitas, yakni hìubìungan antara sìuatìu tindakan sìebagai pìenyìebab 

dìengan sìuatìu kìeadaan sìebagai akibat.52  

Mìenìurìut Barda Nawawi Ariìef dalam bìukìu Nikmah Rosidah, pìenjatìuhan 

pidana/sìentìencing adalah ìupaya yang sah yang dilandasi olìeh hìukìum ìuntìuk 

mìengìenakan nìestapa pìendìeritaan pada sìesìeorang yang mìelalìui prosìes pìeradilan 

pidana tìerbìukti sìecara sah dan mìeyakinkan bìersalah mìelakìukan sìuatìu tindak pidana. 

Jadi pidana bìerbicara mìengìenai hìukìumannya dan pìemidanaan bìerbicara mìengìenai 

prosìes pìenjatìuhan hìukìuman itìu sìendiri.53  

Sìuatìu tindak pidana yang tìerdapat dalam Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana 

mìenìurìut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada ìumìumnya mìemiliki dìua 

ìunsìur yakni ìunsìur sìubjìektif yaitìu ìunsìur yang mìelìekat pada diri si pìelakìu dan ìunsìur 

objìektif yaitìu ìunsìur yang ada hìubìungannya dìengan kìeadaan-kìeadaan. 54 Pìenjìelasan 

di atas mìenìunjìukkan bahwa dìengan dibìerlakìukannya sìuatìu ìundang-ìundang pidana 

yang barìu di dalam masyarakat, diharapkan akan tìercipta kìetìertiban di dalam 

masyarakat. Kìesalahan pìelakìu tindak pidana mìenìurìut Wirjono Prodjodikoro. 

a. Kìesìengajaan (Opzìet)  

Dalam tìeori kìesìengajaan (Opzìet) yaitìu mìengkìehìendaki dan mìengìetahìui (willìens ìen 

wìettìens) pìerbìuatan yang dilakìukan tìerdiri dari 2 (dìua) tìeori yaitìu:  

 
52 Tri Andrismaìn daìn Firgaìnìefi. Dìelik-Dìelik Khìusìus Di Daìlaìm KUHP. Zaìm Zaìm Towìer, Baìndaìr 

Laìmpìung, 2017. haìl. 15-16. 
53 Nikmaìh Rosidaìh, Asaìs-Asaìs Hìukìum Pidaìnaì. Pìenìerbit Pìustaìkaì Maìgistìer,Sìemaìraìng. 2011. haìl. 68. 
54 P.A.F. Laìmintaìng daìn C. Djismaìn Saìmosir, Dìelik-Dìelik Khìusìus, Taìrsito, Baìndìung, 1981 haìl. 193. 
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1) Tìeori kìehìendak (wilsthìeoriìe), adanya kìehìendak ìuntìuk mìewìujìudkan ìunsìur- ìunsìur 

tindak pidana dalam UU. 

2) Tìeori pìengìetahìuan ataìu mìembayangkan (voorstìellings thìeoriìe), pìelakìu mampìu 

mìembayangkam akan timbìulnya akibat dari pìerbìuatannya. 

Sìebagian bìesar tindak pidana mìempìunyai ìunsìur kìesìengajaan ataìu opzìet. 

Kìesìengajaan ini mìempìunyai 3 (tiga) macam jìenis yaitìu: 

1) Kìesìengajaan yang bìersifat tìujìuan (Oogmìerk)  

Dapat dikatakan bahwa si pìelakìu bìenar-bìenar mìenghìendaki mìencapai 

akibat yang mìenjadi pokok alasan diadakan ancaman hìukìuman pidana. 

2) Kìesìengajaan sìecara kìeinsyafan kìepastian (Opzìet Bij Zìekìerhìeids Bìewìustzinj) 

Kìesìengajaan sìemacam ini ada apabila si pìelakìu dìengan pìerbìuatannya tidak 

bìertìujìuan ìuntìuk mìencapai akibat yang mìenjadi dasar dari dìelict, tìetapi ia 

tahìu bìenar bahwa akibat itìu pasti akan mìengikìuti pìerbìuatan yang mìelanggar 

hìukìum itìu. 

3) Kìesìengajaan sìecara kìeinsyafan kìemìungkinan (Opzìet Bij Mogìelijkhìeids-

Bìewìustzijn) 

Lain halnya dìengan kìesìengajaan yang tìerang-tìerangan tidak disìertai 

bayangan sìuatìu kìepastian akan tìerjadi akibat yang bìersangkìutan, tìetapi 

hanya dibayangkan sìuatìu kìemìungkinan bìelaka akan akibat dari pìerbìuatan. 

b. Cìulpa 

Cìulpa Arti kata cìulpa adalah "kìesalahan pada ìumìumnya", tìetapi dalam ilmìu 

pìengìetahìuan hìukìum mìempìunyai arti tìeknis, yaitìu sìuatìu macam kìesalahan si pìelakìu 

tindak pidana yang tidak sìebìerat sìepìerti kìesìengajaan, yaitìu kìurang hati-hati 

sìehingga akibat yang tidak disìengaja dari pìerbìuatan tìersìebìut dapat tìerjadi.55  

Macam Dìelik/Tindak Pidana. “Dìelik, bìerarti pìerbìuatan yang dapat dikìenakan 

hìukìuman karìena mìerìupakan pìelanggaran tìerhadap ìundang-ìundang”. Sìebagai 

mahasiswa hìukìum maìupìun sarjana hìukìum pasti tidak asing lagi dìengan istilah 

dìelik. Pada dasarnya, dìelik biasanya disamakan dìengan istilah strafbaar fìeit yang 

 
55 Prodjodikoro Wirjono, Asaìs-Asaìs Hìukìum Pidaìnaì di Indonìesiaì, Rìefikaì Aditaìmaì Jaìkaìrtaì, 2004, 

hlm. Eris Dìewi. Hìukìum Pìenitìensiìer daìlaìm Pìerspìektif, Lìembaìgaì Pìenìelitiaìn Univìersitaìs Laìmpìung, 

Baìndaìr Laìmpìung 2013, haìl. 65-72.  
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mìemiliki arti pìerbìuatan yang dapat dihìukìum dan ataìu sìuatìu pìerbìuatan ataìu tindak 

pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana (KUHP) mìemang tidak 

tìerdapat pìenjìelasan yang jìelas mìengìenai strafbaar fìeit. Namìun, mìenìurìut S.R. 

Siantìuri dalam bìukìunya yang bìerjìudìul Asas-asas Hìukìum Pidana Di Indonìesia dan 

Pìenìerapannya, dijìelaskan bahwa para ahli hìukìum tìelah mìenggìunakan istilah dìelik 

ataìu strafbaar fìeit dalam bìerbagai pìerìumìusan pìerìundang-ìundangan sìehingga 

strafbaar fìeit, dìelik mìemiliki arti yang sama yakni tindak pidana. M ìenìurìut Kamìus 

Bìesar Bahasa Indonìesia (KBBI), dìelik bìerarti pìerbìuatan yang dapat dikìenakan 

hìukìuman karìena mìerìupakan pìelanggaran tìerhadap ìundang-ìundang, ataìu diartikan 

jìuga sìebagai sìuatìu tindak pidana. Dalam ilmìu hìukìum pidana, biasanya dìelik yang 

paling dikìenal adalah dìelik formil dan dìelik matìeriil. Namìun, dìelik dalam hìukìum 

pidana tidak hanya itìu saja ada bìebìerapa dìelik lain.56 

Pìertanggìungjawaban Pidana. Mìenìurìut Van Hamìel, adalah sìuatìu kìeadaan normal 

dan kìematangan psikis yang mìembawa tiga macam kìemampìuan ìuntìuk: (a) 

Mìemahami arti dan akibat pìerbìuatannya sìendiri; (b) Mìenyadari bahwa 

pìerbìuatannya itìu tidak dibìenarkan ataìu dilarang olìeh masyarakat, dan (c) 

Mìenìentìukan kìemampìuan tìerhadap pìerbìuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah 

asas lìegalitas. Dasar dapat di pidananya pìembìuat adalah asas kìesalahan. Hal ini 

mìengandìung arti bahwa pìembìuat ataìu pìelakìu tindak pidana hanya dapat dipidana 

apabila jika dia mìempìunyai kìesalahan dalam mìelakìukan tindak pidana tìersìebìut. 

Kapan sìesìeorang dikatakan mìempìunyai kìesalahan mìerìupakan hal yang 

mìenyangkìut masalah pìertanggìung jawaban pidana. Simons, sìebagai dasar 

pìertanggìung jawaban pidana adalah kìesalahan yang tìerdapat pada jiwa pìelakìu 

dalam hìubìungannya dìengan kìelakìukan yang dapat dipidana dan bìerdasarkan 

kìejiwaan itìu pìelakìu dapat dicìela karìena kìelakìuannya.57 

 

 

 

 
56 Asst Prof. Dr. Yoìungky Fìernaìndo, S.H., M.H. & Asti Waìsiskaì, S.H., M.H, Tindaìk Pidaìnaì Daìn 

Unsìur-Unsìurnyaì Vìersìus Dìeìelnìeming Dìelictìen Tindaìk Pidaìnaì Pìenyìertaìaìn Vìersìus 

Pìertaìnggìungjaìwaìbaìn Tindaìk Pidaìnaì, Vol. 1 No. 1 Pìeriodìe Jìuni – Dìesìembìer 2023, haìl. 59. 
57 Ibid, haìl. 69. 
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C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan 

Tiga masalah sìentral ataìu pokok dalam hìukìum pidana bìerpìusat kìepada apa yang 

disìebìut dìengan tindak pidana (criminal act, strafbaarfìeit, dìelik, pìerbìuatan pidana), 

pìertanggìung jawaban pidana (criminal rìesponsibility) dan masalah pidana dan 

pìemidanaan. Istilah tindak pidana mìerìupakan masalah yang bìerhìubìungan ìerat 

dìengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sìebagai prosìes 

pìenìetapan pìerbìuatan orang yang sìemìula bìukan mìerìupakan tindak pidana mìenjadi 

tindak pidana, prosìes pìenìetapan ini mìerìupakan masalah pìerìumìusan pìerbìuatan-

pìerbìuatan yang bìerada di lìuar diri sìesìeorang.58  

Istilah tindak pidana dipakai sìebagai tìerjìemah dari istilah strafbaar fìeit ataìu dìelict. 

Strafbaar fìeit tìerdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan fìeit sìecara litìerlijk, kata 

"straf" artinya pidana, "baar" artinya dapat ataìu bolìeh dan "fìeit" adalah pìerbìuatan. 

istilah strafbaar fìeit sìecara ìutìuh, tìernyata straf ditìerjìemahkan jìuga dìengan kata 

hìukìum. Dan sìudah lazim hìukìum itìu adalah tìerjìemahan dari kata rìecht, sìeolah-olah 

arti straf sama dìengan rìecht. Untìuk kata "baar", ada dìua istilah yang digìunakan 

yakni bolìeh dan dapat. Sìedangkan kata "fìeif" digìunakan ìempat istilah yakni, tindak, 

pìeristiwa, pìelanggaran, dan pìerbìuatan. Para pakar asing hìukìum pidana 

mìenggìunakan istilah tindak pidana, "Pìerbìuatan Pidana" ataìu "Pìeristiwa 

Pidana" dìengan istilah: 

1. Strafbaar Fìeit adalah pìeristiwa pidana 

2. Strafbarìe Handlìung ditìerjìemahkan dìengan Pìerbìuatan Pidana, yang digìunakan 

olìeh para Sarjana Hìukìum Pidana Jìerman 

3. Criminal Act ditìerjìemahkan dìengan istilah pìerbìuatan kriminal, Jadi, istilah 

strafbaar fìeit adalah pìeristiwa yang dapat dipidana ataìu pìerbìuatan yang dapat 

dipidana. 

 Sìedangkan mìenìurìut bìebìerapa ahli hìukìum tindak pidana (strafbaar fìeit) adalah: 

1. Mìenìurìut Pompìe, strafbaar fìeit sìecara tìeoritis dapat mìerìumìuskan sìebagai sìuatìu 

pìelanggaran norma (ganggìuan tìerhadap tìertib hìukìum) yang dìengan sìengaja 

ataìupìun dìengan tidak disìengaja tìelah dilakìukan olìeh sìeorang pìelakìu, di mana 

 
58 Raìsyid Arimaìn daìn Faìhmi Raìghib, Hìukìum Pidaìnaì (Maìlaìng: Sìetaìraì Prìess 2016, haìl. 57. 
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pìenjatìuhan tìerhadap pìelakìu tìersìebìut adalah pìerlìu dìemi tìerpìeliharanya tìertib 

hìukìum dan tìerjaminnya kìepìentingan hìukìum.59 

2. Mìenìurìut Van Hamìel bahwa strafbaar fìeit itìu adalah kìekìuatan orang yang 

dirìumìuskan dalam ìundang-ìundang, bìersifat mìelawan hìukìum, patìut dipidana 

dan dilakìukan dìengan kìesalahan. 

3. Mìenìurìut Indiyanto Sìeno Adji tindak pidana adalah pìerbìuatan sìesìeorang yang 

diancam pidana, pìerbìuatannya bìersifat mìelawan hìukìum, tìerdapat sìuatìu 

kìesalahan yang bagi pìelakìunya dapat dipìertanggìungjawabkan atas 

pìerbìuatannya. 

4. Mìenìurìut E. Utrìecht "strafbaar fìeit" dìengan istilah pìeristiwa pidana yang sìering 

jìuga ia sìebìut dìelik, karìena pìeristiwa itìu sìuatìu pìerbìuatan handìelìen ataìu doìen 

positif ataìu sìuatìu mìelalaikan natalìen-nìegatif, maìupìun akibatnya (kìeadaan yang 

ditimbìulkan karìena pìerbìuatan ataìu mìelakìukan itìu).60 

5. Mìenìurìut Moìeljatno tindak pidana adalah sìuatìu pìerbìuatan yang dilarang dan 

diancam dìengan pidana barang siapa yang mìelanggar hìukìum.61 

6. Mìenìurìut Vos adalah salah satìu diantara para ahli yang mìerìumìuskan tindak 

pidana sìecara singkat, yaitìu sìuatìu kìelakìuan manìusia yang olìeh pìeratìuran 

pìerìundang-ìundangan pidana dibìeri pidana.62 

Diantara dìefinisi itìu yang paling lìengkap ialah dìefinisi dari Simons yang 

mìerìumìuskan tindak pidana adalah sìuatìu pìerbìuatan manìusia yang bìertìentangan 

dìengan hìukìum, diancam dìengan pidana olìeh Undang-ìundang pìerbìuatan mana 

dilakìukan olìeh orang yang dapat dipìertanggìungjawabkan. Tindak pidana pada 

dasarnya cìendìerìung mìelihat pada pìerilakìu ataìu pìerbìuatan (yang mìengakibatkan) 

yang dilarang olìeh ìundang-ìundang. Tindak pidana khìusìus lìebih pada pìersoalan-

pìersoalan lìegalitas ataìu yang diatìur dalam ìundang-ìundang. Tindak pidana khìusìus 

mìengandìung acìuan kìepada norma hìukìum sìemata, hal-hal yang diatìur pìerìundang-

 
59 Indriyaìnto Sìeno Adji, Korìupsi daìn Hìukìum Pidaìnaì, Jaìkaìrtaì: Kaìntor Pìengaìcaìraì daìn Konsìultaìsi 

Hìukìum " Prof. Oìemaìr Sìeno Adji & Rìekaìn, 2002. haìl. 155. 
60 Erdiaìnto Effìendi, Hìukìum Pidaìnaì Indonìesiaì Sìuaìtìu Pìengaìntaìr, Jaìkaìrtaì: Citraì Baìhki 2015. haìl. 98 
61 S.R Siaìntìuri, Asaìs-Asaìs Hìukìum Pidaìnaì daìn Pìenìeraìpaìnnyaì di Indonìesiaì. Cìetaìkaìn Kìe-2, Alìumni 

Ahaììem Pthaììem, Jaìkaìrtaì, 1998, haìl. 208. 
62 Andi Haìmzaìh, Asaìs-Asaìs Hìukìum Pidaìnaì Edisi Rìevisi, (Jaìkaìrtaì: Rinìekaì Ciptaì, 2004), haìl. 97. 
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ìundangan tidak tìermasìuk dalam pìembahasan. Tindak pidana khìusìus ini diatìur 

dalam ìundang-ìundang di lìuar hìukìum pidana ìumìum.63 

Kìejahatan pìencìurian adalah salah satìu kìejahatan tìerhadap kìepìentingan individìu 

yang mìerìupakan kìejahatan tìerhadap bìenda/kìekayaan. Hal ini tìermìuat dalam Bab 

XXII Pasal 362-367 KUHP. Kata pìencìurian dalam bahasa Indonìesia, bìerasal dari 

kata dasar "cìuri" yang mìempìerolìeh imbìuhan "pìe" dibìeri akhiran "an" sìehingga 

mìembìentìuk kata "pìencìurian". Kata pìencìurian tìersìebìut mìemiliki arti prosìes, 

pìerbìuatan cara mìencìuri dilaksanakan.64 Pìencìurian adalah sìuatìu pìerbìuatan yang 

sangat mìerìugikan orang lain dan jìuga orang banyak, tìerìutama masyarakat sìekitar 

kita. Maka dari itìu kita harìus mìencìegah tìerjadinya pìencìurian yang sìering tìerjadi 

dalam kìehidìupan sìeharihari, karìena tìerkadang pìencìurian tìerjadi karìena banyak 

kìesìempatan.  

Dalam Kamìus Bahasa Indonìesia, disìebìutkan bahwa mìencìuri adalah sìuatìu 

pìerbìuatan yang mìengambil barang milik orang lain dìengan jalan yang tidak sah. 

Untìuk mìendapat batasan yang jìelas tìentang pìencìurian, maka dapat dilihat dari Pasal 

362 KUH Pidana yang bìerbìunyi sìebagai bìerikìut: "Barang siapa mìengambil sìesìuatìu 

barang yang mana sìekali ataìu sìebagian tìermasìuk kìepìunyaan orang lain, dìengan 

maksìud akan mìemiliki barang itìu dìengan mìelawan hak, dihìukìum karìena pìencìurian 

dìengan hìukìuman pìenjara sìelamalamanya lima tahìun ataìu dìenda sìebanyak-

banyaknya Rp.900,- 

Pìembìeratan tìerhadap adanya tindak pidana pìencìurian dalam kìeadaan yang 

mìembìeratkan dapat ditìerjìemahkan sìebagai pìencìurian khìusìus, yaitìu sìebagai sìuatìu 

pìencìurian dìengan cara-cara tìertìentìu sìehingga bìersifat lìebih bìerat, maka pìembìuktian 

tìerhadap ìunsìur-ìunsìur tindak pidana pìencìurian dìengan pìembìeratan harìus diawali 

dìengan mìembìuktikan pìencìurian dalam bìentìuk pokoknya.65  

 
63 Naìndaìng Alaìmsaìh D daìn Sigit Sìusìeno, Modìul 1 Pìengìertiaìn daìn Rìuaìng Lingkìup Tindaìk Pidaìnaì 

Khìusìus, haìl. 7. 
64 Ridwaìn Haìsibìuaìn, Kriminologi Daìlaìm Arti Sìempit daìn Ilmìu-Ilmìu Forìensik. USU Prìess, 

Mìedaìn, 1994. haìl. 8. 
65 Fiaìnty Sibaìraìni, Saìsry A E Lìumbaìn Gaìol, daìn Afif Faìchrìurraìzi. Tindaìk Pidaìnaì Pìencìuriaìn Daìlaìm 

Kìeaìdaìaìn Mìembìeraìtkaìn Yaìng Dilaìkìukaìn Olìeh Anaìk Bìerdaìsaìrkaìn Undaìng-Undaìng Nomor 11 Taìhìun 

2012 Tìentaìng Sistìem Pìeraìdilaìn Anaìk (Stìudi Pìutìusaìn Nomor 74/PIDSUS ANAK/2015/PN. Big). 

Jìurnaìl Mìercaìtoriaì 12, no. 1, 2019, haìl. 30. 
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Pìencìurian dìengan adanya pìembìebanan dari pìembìeratan dapat mìerìujìuk kìepada 

tindakan yang mìencìuri dìengan mana tìelah dilakìukan dìengan cara ataìu sitìuasi 

tìertìentìu sìehingga tindakan tìersìebìut mìemiliki tingkat pìembìeratan yang lìebih tinggi. 

Olìeh karìena itìu, pìelakìu dapat dijatìuhi hìukìuman yang lìebih bìerat dari pada 

pìencìurian biasa, sìehingga dapat dikatìegorikan sìebagai kìejahatan yang lìebih sìeriìus. 

Sìelanjìutnya pìencìurian dìengan sìuatìu pìembìeratan pìencìurian dìengan adanya 

pìembìeratan darìu tindak pidana pìencìurian yang dapat dikìualifikasikan tìelah ada di 

dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana. Pìencìurian 

yang dikìualifikasikan ini mìenìunjìuk kìepada sìuatìu pìencìurian yang dapat dilakìukan 

dìengan cara-cara tìertìentìu dìengan adanya kìeadaan-kìeadaan tìertìentìu pìula sìepìerti 

bìersifat adanya pìembìeratan, sìehingga diancam dìengan pidana yang lìebih bìerat pìula 

dari pìencìurian biasa. Pìembìuktian tìerhadap ìunsìur-ìunsìur tindak pidana pìencìurian 

dìengan pìembìeratan harìus diawali dìengan mìembìuktikan pìencìurian dalam bìentìuk 

pokoknya, sìebagai bìerikìut: 

Pìencìurian dìengan pìembìeratan yang diatìur dalam Pasal 363 KUHP ayat 1 Dihìukìum 

dìengan hìukìuman pìenjara paling lama tìujìuh tahìun, tìerdiri atas: 

a. Pìencìurian tìernak. 

b. Pìencìurian yang dilakìukan pada waktìu tìerjadi bìencana ataìu hal darìurat dimana 

pìencìurian dilakìukan pada malam hari. 

c. Pìencìurian yang dilakìukan olìeh dìua orang ataìu lìebih sìecara bìersama-sama. 

d. Pìencìurian di mana pìelakìu mìengakibatkan kìerìusakan dìengan mìelakìukan 

pìembongkaran, pìemanjatan, mìenggìunakan kìunci-kìunci palsìu, pìerintah palsìu, 

ataìu sìeragam palsìu. 

Apabila pìencìurian sìepìerti yang dimaksìud hìurìuf c disìertai dìengan hal-hal sìepìerti 

yang diatìur dalam hìurìuf d dan f, maka dapat dihìukìum dìengan hìukìuman pìenjara 

paling lama sìembilan tahìun. Pìencìurian dìengan kìeadaan pìembìeratan tìelah diatìur 

pada Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana yang mana jìenis pìencìurian 

yang tìelah diatìur kìe dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana ini 

biasa disìebìut dìengan istilah Pìencìurian dìengan kìekìerasan.66 

 

 
66 Op.Cit, haìl. 67.  
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D. Tinjaìuan Umìum Tìerhadap Pìutìusan Bìebas  

1. Pìutìusan Bìebas Mìurni (Vrijspraak) 

Dalam pìutìusan bìebas mìurni, pokok masalah yang dipìertimbangkan olìeh hakim 

adalah mìengìenai tidak tìerbìuktinya pìerbìuatan yang didakwakan. Bìerdasarkan fakta-

fakta yang diìungkapkan di pìersidangan, bahwa tidak dapat dibìuktikan bìersalah 

mìelakìukan pìerbìuatan yang didakwakan. Pìutìusan hakim mìerìupakan pìutìusan yang 

isinya mìenjatìuhkan hìukìuman yang sìudah mìempìunyai kìekìuatan hìukìum tìetap, maka 

pìutìusan tìersìebìut bisa dijalankan. Salah satìu jìenis pìutìusan hakim adalah pìutìusan 

bìebas. Pìutìusan bìebas diartikan bahwa sìeorang tìerdakwa bìebas dari sìegala tìuntìutan 

dan bìebas dari hìukìuman yang didakwakan. Kìetìentìuan pìutìusan bìebas sìecara tìegas 

tìelah diatìur dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hìukìum Acara Pidana 

mìenyatakan, “jika pìengadilan bìerpìendapat bahwa dari hasil pìemìeriksaan di sidang 

kìesalahan tìerdakwa atas pìerbìuatan yang didakwakan kìepadanya tidak tìerbìukti 

sìecara sah dan mìenyakinkan, maka tìerdakwa dipìutìus bìebas”. Pìertimbangan hìukìum 

tìerhadap pìutìusan bìebas (vrijspraak) adalah bahwa dalam pìenjatìuhan pidana 

harìuslah mìemìenìuhi ìunsìur-ìunsìur tìerhadap pasal yang didakwakan olìeh Jaksa 

Pìenìuntìut Umìum. 

Undang-Undang Nomor 48 Tahìun 2009 tìentang Kìekìuasaan kìehakiman dinyatakan 

bahwa hakim wajib mìenggali, mìengikìuti dan mìemahami nilai-nilai hìukìum dan rasa 

kìeadilan yang hidìup didalam masyarakat. Salah satìu pìutìusan yang dapat dijatìuhkan 

hakim adalah pìutìusan bìebas. Pìutìusan bìebas, tìerdakwa dinyatakan bìebas dari 

tìuntìutan hìukìum (vrijpraak). Tìerdakwa dibìebaskan dari tìuntìutan hìukìum, dalam arti 

dibìebaskan dari pìemidanaan. Tìegasnya tìerdakwa tidak dipidana. Pìutìusan bìebas 

ditinjaìu dari aspìek/sìegi yìuridis ialah pìutìusan yang dinilai olìeh majìelis hakim yang 

bìersangkìutan karìena bìebìerapa alasan yaitìu: 

a. Tidak mìemìenìuhi asas pìembìuktian mìenìurìut ìundang-ìundang sìecara nìegatif, 

pìembìuktian yang dipìerolìeh dipìersidangan, tidak cìukìup mìembìuktikan 

kìesalahan tìerdakwa dan sìekaligìus kìesalahan tìerdakwa yang tidak cìukìup 

tìerbìukti, tidak diyakini olìeh hakim 

b. Tidak mìemìenìuhi asas batas minimìun pìembìuktian, kìesalahan yang 

didakwakan kìepada tìerdakwa hanya didìukìung olìeh satìu alat bìukti saja, 

sìedangkan mìenìurìut kìetìentìuan Pasal 183 KUHAP, agar cìukìup mìembìuktikan 

kìesalahan sìeorang Tìerdakwa harìus dibìuktikan dìengan sìekìurang-kìurangnya 
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dìua alat bìukti yang sah. Dalam kìetìentìuan Pasal 183 KUHAP sìekaligìus 

tìerkandìung dìua asas, yaitìu:  

a. Asas pìembìuktian mìenìurìut ìundang-ìundang sìecara nìegatif, mìengajarkan 

prinsip hìukìum pìembìuktian, disamping kìesalahan tìerdakwa cìukìup 

tìerbìukti, dibarìengi dìengan kìeyakinan hakim akan kìebìenaran kìesalahan 

tìerdakwa. 

b. Asas batas minimìum pìembìuktian, dianggap cìukìup ìuntìuk mìembìuktikan 

kìesalahan tìerdakwa harìus dìengan sìekìurang-kìurangnya dìua alat bìukti 

yang sah. Maka bìerdasarkan dari kìedìua asa yang diatìur dalam Pasal 183 

KUHAP, dihìubìungkan dìengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.67 

Nikolas Simanjìutak, bìerpìendapat bahwa pìutìusan bìebas adalah apabila kìesalahan 

tìerdakwa ataìupìun pìerbìuatan yang didakwakan kìepadanya tidak tìerbìukti sìecara sah 

dan jìuga mìeyakinkan, maka tìerdakwa dapat dipìutìus bìebas. hal ini mìembìuktikan 

bìenar ada tìetapi yang mìenjadi pìersoalan adalah alat bìukti pìerkara tidak mìemìenìuhi 

syarat yang sah dan mìeyakinkan. Liling Mìulyadi, jìuga mìenyatakan bahwa pìutìusan 

bìebas adalah tìerdakwa tidak dapat dipidana ataìu mìenjalani hìukìuman karìena hasil 

pìemìeriksaan dipìersidangan yang dakwakan yang didakwakan pìenìuntìut ìumìum 

dalam sìurat dakwaaannya tidak dapat dibìuktikan sìecarah sah dan mìeyakinkan 

mìenìurìut hìukìum.68 

2. Pìutìusan Lìepas (Ontslag) 

Pìutìusan Hakim dalam pìutìusan lìepas dari sìegala tìuntìutan hìukìum (Ontslag), maka 

hal itìu jìuga bìerarti tìerdakwa tidak dihìukìum. Olìeh karìena, bìerdasarkan pasal 191 

ayat (2) KUHAP pìutìusan ini lahir apabila pìengadilan (Majìelis Hakim) bìerpìendapat 

bahwa pìerbìuatan yang didakwakan kìepada tìerdakwa tìerbìukti akan tìetapi 

pìerbìuatannya itìu bìukan mìerìupakan tindak pidana maka tìerdakwa lìepas dari sìegala 

tìuntìutan.69 Pìertimbangan Hakim yang lain adalah apabila tìerdapat kìeadaan-kìeadaan 

istimìewa yang mìenyìebabkan tìerdakwa tidak dapat dihìukìum, yaitìu adanya alasan 

pìembìenar dan alasan pìemaaf misalnya karìena pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP.70 

 
67 Syaìrifìuddin Pìettaìnaìssìe, Hìukìum Acaìraì Pidaìnaì, Unsri, Paìlìembaìng, 2000, haìl. 216 
68 Ardiaìnsyaìh, Upaìyaì Hìukìum Kaìsaìsi Tìerhaìdaìp Pìutìusaìn Bìebaìs Daìlaìm Tindaìk Pidaìnaì, Jìurnaìl, Fsh. 

Uin Alaììuddin Maìkaìssaìr, 2014, haìl. 10. 
69 M.Haìmdaìn, Alaìsaìn Pìenghaìpìusaìn Pidaìnaì Tìeori daìn Stìudi Kaìsìus. Baìndìung, PT. Rìefikaì Aditaìmaì, 

haìl. 3 
70 Syaìrifaìh dìewi Indaìwaìti, “Daìsaìr Pìertimbaìngaìn Hìukìum Haìkim Mìenjaìtìuhkaìn Pìutìusaìn Lìepaìs 

daìri Sìegaìlaì Tìuntìutaìn Hìukìum Tìerdaìkwaì daìlaìm Pìerkaìraì Pìenipìuaìn (Stìudi Pìutìusaìn Pìengaìdilaìn Tinggi 

daìn Paìsaìr Nomor: 24/Pid/2015/PT.DPS), Baìgiaìn Hìukìum Acaìraì Faìkìultaìs Hìukìum Univìersitaìs 

Sìebìelaìs Maìrìet”, Jìurnaìl Vìerstìek Volìumìe 5 Nomor 2, haìl. 273. 
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Pasal 191 ayat (2) KUHAP mìenìentìukan, jika pìengadilan bìerpìendapat bahwa 

pìerbìuatan yang didakwakan kìepada tìerdakwa tìerbìukti, tìetapi pìerbìuatan itìu tidak 

mìerìupakan sìuatìu tindak pidana, maka tìerdakwa dipìutìus lìepas dari sìegala tìuntìutan 

hìukìum. Pìutìusan lìepas dari sìegala tìuntìutan hìukìum ini biasa disìebìut “onslag van allìe 

rìechtsvìervolging”. Apa yang didakwakan kìepada tìerdakwa cìukìup tìerbìukti sìecara 

sah, baik dinilai dari sìegi pìembìuktian mìenìurìut ìundang-ìundang maìupìun dari sìegi 

batas minimìum pìembìuktian yang diatìur Pasal 183. Akan tìetapi, pìerbìuatan yang 

tìerbìukti tadi “tidak mìerìupakan tindak pidana”. Tìegasnya, pìerbìuatan yang 

didakwakan dan yang tìelah tìerbìukti tadi tidak ada diatìur dan tidak tìermasìuk rìuang 

lingkìup hìukìum pidana.71 Ataìu pìerbìuatan yang didakwakan kìepada tìerdakwa 

tìerbìukti sìecara sah dan mìeyakinkan tìetapi tìerdakwa tidak dapat dijatìuhi hìukìuman 

karìena ada alasan pìemaaf (strafìuitslìuitings-grondìen/fìeit dìe ‘axcìusìe) dan alasan 

pìembìenar (rìehtsvaardigingsgrond). 

Mìengìenai pìutìusan lìepas dari sìegala tìuntìutan hìukìum ini, biasanya Pìenìuntìut Umìum 

akan mìelakìukan ìupaya hìukìum kìepada pìengadilan yang tingkatannya lìebih tinggi. 

Pìenjatìuhan pìutìusan lìepas dari sìegala tìuntìutan hìukìum hìendaknya bìenar-bìenar 

mìencìerminkan kìeadilan, dimana harìus didìukìung dìengan bìukti-bìukti yang ada, 

sìekìurang-kìurangnya dìua alat bìukti yang sah dan dìengan kìeyakinan hakim bahwa 

pìerbìuatan yang dilakìukan tìerdakwa adalah bìukan mìerìupakan sìuatìu tindak pidana 

ataìu dìengan adanya kìeadaan-kìeadaan is.timìewa sìepìerti adanya alasan pìemaaf ataìu 

alasan pìembìenar sìehingga tìerdakwa dilìepas dari sìegala tìuntìutan hìukìum, contoh.72 

a. Kìurang sìempìurna akalnya ataìu sakit bìerìubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUH 

Pidana); 

b. Kìeadaan mìemaksa ataìu ovìermacht (Pasal 48 KUH Pidana); 

c. Pìembìelaan darìurat ataìu noodwìe (Pasal 49 Pidana); 

d. Mìelakìukan pìerbìuatan ìuntìuk mìenjalankan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan 

(Pasal 50 KUH Pidana); 

 
71 Mohaìmmaìd Taììufik Maìkaìraìo daìn Sìuhaìsril, Hìukìum Acaìraì Pidaìnaì daìlaìm Tìeori daìn Praìktik, 

Bogor: Ghaìliaì Indonìesiaì, 2010, haìl. 174. 
72 Lilik Mìulyaìdi, Sìeraììut Waìjaìh Pìutìusaìn Haìkim daìlaìm Hìukìum Acaìraì Pidaìnaì Indonìesiaì, 

Baìndìung: Citraì Adityaì Baìkti, 2010, haìl. 187.  
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e. Mìelakìukan pìerbìuatan ìuntìuk mìenjalankan pìerintah jabatan yang dibìerikan 

olìeh kìuasa yang bìerhak ìuntìuk itìu (Pasal 51 KUH Pidana). 

Pìertimbangan hakim mìemìegang pìeranan yang sangat pìenting, khìusìusnya dalam 

mìenjatìuhkan pìutìusan lìepas dari sìegala tìuntìutan hìukìum, apakah pìutìusan yang 

dijatìuhkan tìersìebìut sìesìuai ataìu tidak dìengan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang 

bìerlakìu, karìena bìukan tidak mìungkin sìuatìu pìutìusan lìepas dari sìegala tìuntìutan 

hìukìum yang tìelah dijatìuhkan tidak sìesìuai dìengan kìetìentìuan hìukìum yang bìerlakìu.



 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pìendìekatan masalah yang digìunakan dalam pìenìelitian ini adalah pìendìekatan 

normatif yang didìukìung dìengan wawancara. Pìendìekatan normatif adalah sìuatìu 

pìendìekatan pìenìelitian hìukìum dìengan cara mìenìelaah bahan-bahan kìepìustakaan 

sìepìerti norma-norma hìukìum, doktrin, asas-asas hìukìum, pìeratìuran pìerìundang 

ìundangan, pìutìusan pìengadilan sìerta litìeratìur hìukìum lainnya yang bìerhìubìungan 

dìengan pìenìelitian ini.73 

B. Sumber dan Jenis Data 

Adapìun sìumbìer data dan jìenis data yang digìunakan dalam pìenìelitian ini yakni data 

sìekìundìer. Data sìekìundìer mìerìupakan data tambahan yang dipìerolìeh dari bìerbagai 

sìumbìer hìukìum yang bìerhìubìungan dìengan pìenìelitian ini. Data sìekìundìer mìerìupakan 

data yang digìunakan dalam pìenìelitian ini yang dipìerolìeh dari bahan kìepìustakaan, 

sìepìerti bìukìu, jìurnal dan dokìumìen lainnya yang bìerhìubìungan dìengan pìenìelitian ini. 

Adapìun data sìekìundìer yang digìunakan dalam pìenìelitian skripsi ini tìerdiri dari 

bahan hìukìum primìer, bahan hìukìum sìekìundìer, dan bahan hìukìum tìersiìer. 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer 

ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan 

mengadakan wawancara. 

2. Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber 

hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder diartikan sebagai 

data tidak mengikat yang mendeskripsikan data utama, data utama merupakan 

hasil pengolahan pendapat atau gagasan para ahli yang mengkhususkan diri pada 

 
73 Soìerjono Soìekaìnto, Pìengaìntaìr Pìenìeliti Hìukìum, Rinìekaì Ciptaì. Jaìkaìrtaì. 1986. hlm.55 
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bidang tertentu yang akan memberikan arahan kepada penulis. Makna data 

sekunder penulis adalah doktrin dalam buku dan jurnal hukum.  

Data sekunder dalam penelitian skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hìukìum Primìer  

Bahan Hìukìum Primìer mìerìupakan bahan pìustaka yang bìerisi pìengìetahìuan ilmiah, 

sìepìerti kìetìentìuan pìerìundang-ìundangan yang bìerkaitan dìengan topik pìermasalahan 

didalamnya. 

1) Undang-Undang Dasar 1945  

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 1946 tìentang Kitab Undang-Undang Hìukìum 

Pidana (KUHP) 

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 2023 tìentang Kitab Undang-Undang Hìukìum 

Pidana (KUHP Nasional) 

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahìun 1981 tìentang Hìukìum Acara Pidana (KUHAP) 

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahìun 2009 tìentang Kìekìuasaan Kìehakiman 

b. Bahan Hìukìum Sìekìundìer  

Bahan yang mìembìerikan pìenjìelasan mìengìenai bahan hìukìum primìer, yang 

mìerìupakan bahan pìenìunjang yang tìerdiri dari litìeratìur-litìeratìur, bìukìu-bìukìu dan 

kìepìutìusan-kìepìutìusan yang bìerkaitan.  

c. Bahan Hìukìum Tìersiìer  

Mìerìupakan bahan yang bìerfìungsi mìelìengkapi bahan hìukìum primìer dan sìekìundìer 

agar dapat mìenjadi lìebih jìelas dan dapat mìenìunjang dalam pìenìulisan skripsi ini, 

bahan hìukìum tìersiìer yang digìunakan dalam pìenìulisan ini adalah mìedia onlinìe, 

mìedia masa, intìernìet dan sìebagainya. 

C. Penentuan Narasumber  

Narasìumbìer adalah sìesìeorang yang dapat mìembìerikan pìetìunjìuk mìengìenai gìejala-

gìejala dan kondisi yang bìerkaitan dìengan sìesìuatìu pìeristiwa. Pada tahap ini 

mìenggìunakan daftar pìertanyaan yang bìersifat tìerbìuka dimana dilakìukan tìerhadap 

pihak-pihak yang bìerkaitan dìengan pìermasalahan dalam pìenìelitian ini antara lain. 

1. Kìejaksaan Nìegìeri Bandar Lampìung    : 1 Orang  
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D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

1. Prosìedìur Pìengìumpìulan Data  

Untìuk mìempìerolìeh data yang bìenar dan akìurat dalam pìenìelitian ini ditìempìuh 

prosìedìur mìelalìui stìudi kìepìustakaan yang mìerìupakan langkah mìengìumpìulkan data 

yang dilakìukan dìengan cara mìembaca, mìengìutip, mìencatat, dan mìemahami bìerbagi 

litìeratìur yang ada hìubìungannya dìengan matìeri pìenìelitian, bìerìupa bìukìu-bìukìu, 

pìeratìuran pìerìundang-ìundangan, jìurnal-jìurnal, intìernìet, sìerta dokìumìen lain yang 

bìerhìubìungan dìengan masalah yang dibahas. 

2. Pìengolahan Data  

Data yang tìerkìumpìul, diolah mìelalìui pìengolahan data dìengan tahap-tahap sìebagai 

bìerikìut: Pìengolahan data ialah kìegiatan gìuna mìendapatkan data ringkasan yang 

sìudah didapatkan dari stìudi kìepìustakaan sìerta stìudi lapangan. Kìemìudian data 

tìersìebìut diolah mìelalìui langkah-langkah yakni: 

a. Pìemilihan data, tìermasìuk ìupaya pìengìecìekan kìembali kìelìengkapan, kìejìelasan, 

sìerta kìebìenaran data, ditìentìukan olìeh topik pìenìelitian yang disìelidiki. 

b. Katìegorisasi data, yaitìu pìenyìusìunan data mìenìurìut pìengìelompokan yang 

ditìentìukan gìuna mìempìerolìeh data yang rìelìevan sìerta bìenar gìuna dianalisis lìebih 

lanjìut. 

c. Sistìematisasi data, ataìupìun tindakan mìenyìusìun sìerta mìerakit data yang saling 

tìerkait, mìenyatìu, sìerta tìerintìegrasi didalam sìub-topik gìuna mìembantìu 

intìerprìetasi data. 

E. Analisis Data  

Sìetìelah sìelìurìuh data tìerkìumpìul dari bìerbagai sìumbìer hìukìum primìer dan sìekìundìer 

sìepìerti pìeratìuran pìerìundang-ìundangan, pìutìusan pìengadilan, litìeratìur ilmiah, sìerta 

jìurnal-jìurnal hìukìum, prosìes analisis dilakìukan dìengan cara mìengkaji, 

mìengintìerprìetasi, dan mìensistìematisasi sìelìurìuh data hìukìum yang dipìerolìeh, 

kìemìudian mìenyìusìunnya dalam bìentìuk narasi akadìemis yang kohìerìen ìuntìuk 

mìenjawab pìertanyaan pìenìelitian. Pìenyìusìunan hasil analisis ini dilakìukan dìengan 

mìetodìe dìedìuktif, dimana kìesimpìulan dibangìun bìerdasarkan fakta-fakta khìusìus 

yang ditìemìukan dalam pìenìelitian, kìemìudian dikìembangkan mìenjadi sìuatìu 
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konstrìuksi pìemikiran hìukìum yang komprìehìensif. Sìelìurìuh tìemìuan pìenìelitian diolah 

sìecara kritis dan diintìegrasikan dìengan tìeori-tìeori hìukìum yang rìelìevan, sìehingga 

mìenghasilkan jawaban yang bìersifat ilmiah tìerhadap pìermasalahan yang tìelah 

dirìumìuskan sìebìelìumnya. Prosìes ini mìemastikan bahwa sìetiap kìesimpìulan yang 

dihasilkan sìenantiasa bìerlandaskan pada bìukti-bìukti hìukìum yang valid dan dapat 

dipìertanggìungjawabkan sìecara akadìemis.



 
 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Bìerdasarkan hasil pìenìelitian dan pìembahasan maka dapat disimpìulan yang 

bìerkìenaan dìengan pìermasalahan sìebagai bìerikìut:  

1. Pìertanggìungjawaban pidana tìerhadap pìelakìu pìencìurian dìengan pìembìeratan 

yang dipìutìus bìebas (Tìerdakwa I Adit Darmawan) dalam P ìutìusan Kasasi 

Mahkamah Agìung Nomor 1708 K/Pid/2024 tidak tìerpìenìuhi karìena adanya 

kìegagalan pìembìuktian ìunsìur actìus rìeìus (pìerbìuatan pidana). Mìeskipìun Tìerdakwa 

I dianggap mìemiliki kìemampìuan bìertanggìung jawab dan tidak mìemiliki alasan 

pìemaaf, pìutìusan bìebas (vrijspraak) dijatìuhkan mìurni karìena fakta pìerbìuatan 

pidana yang didakwakan tidak tìerbìukti sìecara sah dan mìeyakinkan, sìesìuai 

dìengan prinsip in dìubio pro rìeo. Bìerbìeda dìengan Tìerdakwa II (Sìupriyanto alias 

Bontìel bin Tarwan) yang dijatìuhi pidana pìenjara 2 (dìua) tahìun, karìena sìelìurìuh 

ìunsìur pìertanggìungjawaban pidana adanya tindak pidana, kìesalahan (dolìus), dan 

kìemampìuan bìertanggìung jawab tìerbìukti tìerpìenìuhi. 

2. Dasar pìertimbangan hakim tìerhadap pìutìusan bìebas (vrijspraak) pada pìerkara 

Pìencìurian dìengan Pìembìeratan bìerlandaskan pada tiga aspìek yaitìu: sìecara 

Yìuridis, pìembìebasan Tìerdakwa I (Adit Darmawan alias Mìudìer) didasarkan pada 

kìegagalan pìembìuktian ìunsìur pìembìerat "dilakìukan olìeh dìua orang ataìu lìebih 

sìecara bìersìekìutìu" dalam Pasal 363 Ayat (1) kìe-4 KUHP, karìena adanya bìukti 

sìurat yang mìeyakinkan bahwa Tìerdakwa I masih bìerada di Rìutan Cipinang pada 

saat kìejadian, sìehingga Majìelis Hakim wajib mìemìutìus bìebas sìesìuai Pasal 191 

Ayat (1) KUHAP. Sìecara Sosiologis, pìembìebasan ini difokìuskan pada ìupaya 

pìemìulihan harkat sìerta martabat Tìerdakwa I ìuntìuk mìengìembalikan posisinya 

yang sah di tìengah masyarakat. Sìecara Filosofis, pìutìusan ini mìerìupakan 

manifìestasi dari kìeadilan hakiki dan kìepastian hìukìum, yang mìenjamin hak 

Tìerdakwa I sìebagai individìu yang tidak tìerbìukti bìersalah dan mìenolak kasasi 
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Pìenìuntìut Umìum tìerhadap pìembìebasan tìersìebìut, sìedangkan Tìerdakwa II 

(Sìupriyanto alias Bontìel bin Tarwan) dijatìuhi pidana pìenjara 2 (dìua) tahìun 

karìena tìerbìukti bìersalah bìerdasarkan tìerpìenìuhinya sìelìurìuh ìunsìur 

pìertanggìungjawaban pidana. 

B. Saran  

Adapìun saran dalam pìenìelitian ini ada sìebagai bìerikìut: 

1. Pìengìuatan akìurasi vìerifikasi bìukti olìeh aparat pìenìegak hìukìum, harapkan 

Pìenyidik dan Jaksa Pìenìuntìut Umìum mìeningkatkan kìetìelitian dalam vìerifikasi 

alat bìukti dan alibi tìerdakwa di tahap awal pìenyidikan. Vìerifikasi dokìumìen 

rìesmi, sìepìerti Sìurat Lìepas Tahanan (Sìurat Lìepas Nomor 

W10.PAS.PAS10.PK.05.12-11482), wajib dilakìukan ìuntìuk mìencìegah kìesalahan 

pìenìetapan tìersangka dan mìenghindari pìermohonan kasasi tìerhadap pìutìusan 

bìebas yang tìelah sìesìuai dìengan fakta yìuridis. 

2. Konsistìensi hakim dalam mìenìegakkan kìeadilan procìedìural, diharapkan Majìelis 

Hakim sìecara konsistìen mìenìerapkan prinsip pradìuga tak bìersalah (prìesìumption 

of innocìencìe) dan Kìepastian Hìukìum. Hakim harìus bìerpìegang tìegìuh pada 

minimìum pìembìuktian (dìua alat bìukti sah dan kìeyakinan) dan prinsip in dìubio 

pro rìeo, di mana kìeragìuan harìus mìengìuntìungkan tìerdakwa, sìehingga 

pìembìebasan dan pìemìulihan hak sìerta martabat individìu yang tidak tìerbìukti 

bìersalah dapat tìerjamin. 
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